
BUPATI CIANJUR 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI CIANJUR 

NOMOR 34 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN CIANJUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT! CIANJUR, 

Menimbang : a. bahwa Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cianjur, telah diatur berdasarkan Peraturan 
Bupati Nomor 59 Tahun 2020; 

b. bahwa tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka 
tertib, efisien dan efektifitas administrasi penyelenggaraan 
pemerintahan, karena adanya penambahan dan 
perubahan materi naskah dinas, karena itu perlu 
disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cianjur. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-undang 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) 
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5035); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5071); 

4. Undang-undang Nomor 1 1  Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang 
Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1951 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 176); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang 

Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 71,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 3010 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 
tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah dan diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 
2017; 

16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 
02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 

1 7 .  Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 02 Seri D); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 1  Tahun 
20 15 tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2 0 1 5  Nomor 1 1 ) ;  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2 0 1 6  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2021 Nomor 33); 

20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2021 Nomor 70). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN CIANJUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Cianjur. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1955. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Cianjur. 

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati cianjur. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya 
disebut DPRD Kabupaten Cianjur adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembatu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah. 

10. Perangkatt Daerah Kabupaten Cianjur adalah Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, 
Kelurahan dan lembaga lain, 

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur 
pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan 
sebagian urusan dina ata badan. 

12 .  Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Cianjur. 
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13. Camat adalah pimpinan dan oordinator penyelenggaraan pemerintah di 
wilayah kinerja Kecamatan. 

14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kinerja Kecamatan. 

15. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi 
peraturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, 
distribusi, dan penyimpanan Naskah Dinas secara media yang digunakan 
dalam komunikasi kedinasan. 

16. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi 
kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan 
pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan 
dan pembangunan. 

17. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan 
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

18. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

19. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata 
letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo dan cap 
dinas. 

20. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau 
Perangkat Dinas. 

21. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. 

22. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban 
yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai 
dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya. 

23. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat 
kepada pejabat atau pejabat dibawahnya. 

24. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada 
bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang diberi 
mandat. 

25. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau 
nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. 

26. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan 
atau nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas 
sampul naskah. 

27. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar 
burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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28. Logo / Kop Dinas adalah gambar/huruf sebagai identitas pemerintahan 
daerah. 

29. Kertas Perman en adalah kertas yang be bas asam (acid free) atau memiliki 
tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan tinggi 
dalam jangka waktu lama. 

30. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah 
setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, 
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

31 .  Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati. 

32. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih 
Kepala Daerah. 

33. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD 
Kabupaten Cianjur. 

34. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final. 

35. Keputusan DPRD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
produk hukum yang bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat 
paripurna DPRD. 

36. Keputusan pimpinan DPRD adalah naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum yang bersifat penetapan untuk menetapkan hasil 
rapat pimpinan DPRD. 

37. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah naskah dinas dalam bentuk 
dan susunan produk hukum dalam rangka penjatuhan sanksi kepada 
anggota DPRD. 

38. lnstruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati 
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 

39. Keputusan Kepala PERANGKAT DAERAH adalah naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, 
konkrit dan final. 

40. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan 
dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap 
pen ting dan mendesak. 

41. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pernyataan, 
permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 

42. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis 
dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan 
kebenaran sesuatu hal. 
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43. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada 
bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 

44. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu 
permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

45. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama 
antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau 
perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 

46. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan 
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4 7. Surat Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari jabatan yang berwenang 
kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan 
dinas. 

48. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada 
bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk 
melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 

49. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
undangan kepada pejabat/ pegawai yang tersebut pada alamat tujuan 
untuk mengindari suatu acara kedinasan. 

50. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat 
yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah 
menjalankan tugas. 

51. Surat Pengadilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 

52. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi 
kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari 
bawahan kepada atasan. 

53. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk 
menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan. 

54. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
petunjuk tertulis kepada bawahan. 

55. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara 
lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara 
sistematis. 

56. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
pemberitahuan yang bersifat umum. 

57. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi 
informasi dan pertanggungjawaban tentang perlaksanaan tugas 
kedinasan. 

58. Rekomendasi adalah naskah dinas dari perjabat yang berwenang berisi 
keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan kedinasan. 
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59. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang 
berfungsi sebagai tanda terima. 

60. Telegram adalah anskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal 
tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. 

61.  Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan 

daerah. 

62. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan 
kepala daerah. 

63. Serita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas suatu hal 
yang dtanda tangani oleh para pihak. 

64. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau 
rapat. 

65. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan 
tertentu. 

66. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi 
keterangan atas kehadiran seseorang. 

67. Piagarn adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
penghargaan atas prestasi yang telah di capai atau keteladanan yang telah 
di wujudkan. 

68. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan,yang selanjutnya disebut 
STIPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah 
lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 

69. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang 
telah menngikuti kegiatan tertentu. 

70. Perubahan adalah mengubah atau menyisipkan suatu naskah dinas. 

71. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah 
dinas sejak di tetapkan pencabutan tertentu. 

72. Pembatalan adalah pernyataan suatu naskah dinas dianggap tidak 
pernah dikeluarkan. 

73. Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan. Foto, electronic data interchange (EDI). Surat elektronik 
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang 
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 

74. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas lnformasi 
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi 
Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi. 
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BAB II 

TATA NASKAH DINAS 

Pasal 2 

( 1 )  Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. 

(2) Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi: 

a. jenis dan format naskah dinas; 

b. pembuatan naskah dinas; 

c. pengarnanan naskah dinas; 

d. kewenangan penandatanganan; dan 

e. pengendalian naskah dinas. 

Pasal 3 

Asas tata naskah dinas terdiri dari : 

a. asas efisiensi dan efektif; 

b. asas pembakuan; 

c. asas akuntabilitas; 

d. asas keterkaitan; 

e. asas kecepatan dan ketepatan; dan 

f. asas keamanan. 

Pasal 4 

(1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a,dilakukan 
melalui penyederhanaan dalam penulisan,penggunaan ruang atau atau 
lembar naskah dinas,spesifikasi informasi,serta dalam penggunaan 
bahasa Indonesia yang baik,benar dan Iugas. 

(2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, 
dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. 

(3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, yaitu 
penyelenggaraan tata dinas harus dapat di pertanggungjawabkan dari segi 
isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahasan dan dokumentasi. 

(4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, yaitu tata 
naskah dinas diselenggarakan dalarn satu kesatuan sistem. 

(S) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat 
sasaran. 

(6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, yaitu 
penyelenggaraan tata naskah dinass harus arnan secara fisik dan 
substansi. 
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Pasal 5 

Prinsip - prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas : 

a. Ketelitian; 

b. Kejelasan; 

c. Singkat dan padat; dan 
d. Logis dan meyakinkan 

Pasal6 
maksud dalam pasal 5 huruf a, 

dan cermat dari bentuk, susunan 
bahasa dan penerapan kaidah ejaan 

( I) Prinsip ketelitian sebagimana 
diselenggarakan secara teliti 
pengetikan, isi, stuktur, kaidah 
didalam pengetikan. 

(2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, 
diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan asfek fisik dan materi 
dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat. 

(3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, 
diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 

(4) Prinsip logis dan meyakinkan sebaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf 
d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta stuktur 
kalimat harus lengkap dan efektif. 

Pasal 7 

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Pengelolaan surat masuk; 

b. Pengelolaan surat keluar; 
c. Kecepatan proses; 

d. Penggunaan kertas surat; 

e. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan 

f. Warna dan kualitas kertas. 

Pasal8 

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, 
dilakukan melalui: 
a. instansi penerima menindak lanjuti surat yang diterima melalui tahapan: 

1) diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke 
unit pengelola; 

2) unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan 
arahan pim pin an; dan 

3) surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha. 
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b. photocopy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada 
yang berhak; dan 

c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat 
pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang. 

Pasal 9 

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, 
dilakukan melalui tahapan: 

a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai 
tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata 
usaha dalam rangka pengendalian; 

b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 
diberi nomor, tanggal dan stampel oleh unit tata usaha pada masing 
masing satuan kerja perangkat daerah; 

c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; 
dan 

d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha. 

Pasal JO 

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, sebagai 
berikut: 

a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima; 

b. segera, dengan batas waktu 2 x  24 jam setelah surat diterima; 

c. penting, dengan batas waktu 3x24jam setelah surat diterima; dan 

d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima. 

Pasal 1 1  

(1) Pengetikan sarana administrasi perkantoran untuk naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan produk hukum menggunakan jenis huruf bookman 
old style ukuran 12, spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan. 

(2) Pengetikan sarana administrasi perkantoran selain produk hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ,  dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. Penggunaan jenis huruf pica; 

b. Huruf aria! ukuran 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan 

c. Spasi 1 atau 1,5 atau sesuai kebutuhan. 
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BAB III 

NASKAH DINAS 

Pasal 12 

(l)  Bentuk-bentuk susunan naskah dinas berupa produk hukum daerah 
berbentuk: 

a. Peraturan; dan 

b. Penetapan. 

(2) Produk hukum daerah berbentuk pengaturan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas: 

a. Peraturan Daerah; 

b. Peraturan Bupati; 

c. Peraturan Bersama Bupati/WaliKota; dan 

d. Peraturan DPRD. 

(3) Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana diamksud pada 
ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. Keputusan Bupati; 

b. Keputusan DPRD; 

c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan 

d. Keputusan Sadan Kehormatan DPRD. 

(4) Format/bentuk produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

(1) Penomoran naskah dinas berupa produk hukum daerah terhadap: 

a. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama 
Bupati/Walikota dilakukan oleh kepala bagian yang membidangi 
hukum; 

b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan 
Keputusan Sadan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD. 

(2) Penomoran naskah dinas berupa produk hukum daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berupa pengaturan menggunakan nomor bulat. 

(3) Penomoran naskah dinas berupa produk hukum daerah sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1 ) ,  berupa penataan menggunakan kode klasifikasi. 

Pasal 14 

(1) Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cianjur, terdiri atas: 

a. lnstruksi; 

b. Surat Edaran; 

c. Surat Biasa; 
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d. Surat Keterangan; 

e. Surat Izin; 

f. Surat Perjanjian; 

g. Surat Perintah / Surat Togas; 

h. Surat Perjalanan Dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas; 

1. Surat Kuasa; 

j. Surat Undangan; 

k. Surat Keterangan melaksanakan tugas; 

I. Surat Panggilan; 

m. Nota Dinas; 

n. Lembar Disposisi; 

o. Telaahan Staf; 

p. Pengumuman; 

q. Laporan; 

r. Rekomendasi; 

s. Surat Pengantar; 

t. Radiogram; 

u. Lembaran Daerah; 

V. Berita Daerah; 

w. Berita Acara; 

X. Notulen; 

y. Memo; 

z. Daftar Hadir; 

aa. Piagam; 

bb. Sertifikat;dan 

cc. STIPP. 

(2) Format/bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tecantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 15 

(1) Proses penetapan produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dam 
huruf b, serta naskah dinas surat dalam bentuk lembaran daerah dan 
berita daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 huruf w dan x 
difasilitasi oleh perangkt daerah yang membidangi hukum. 
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(2) Proses penetapan naskah dinas surat berupa surat perjanjian kerjasama 
atau dengan sebutan lain yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, 
Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah difasilitasi oleh 
perangkat daerah yang membidangi pemerintahan umum. 

(3) Permohonan penandatanganan naskah dinas produk hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dilengkapi dengan nota 
dinas Sekretaris Daerah. 

Pasal 16 

(1) Penetapan produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) yang diprakasai oleh 
Perangkat Daerah/Bagian diproses melalui pengajuan nota dinas dari 
kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja Pemrakarsa kepada Bupati 
melalui perangkat daerah yang membidangi hukum; 

(2) Penetapan Perjanjian kerja sama atau dengan sebutan lain sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) yang diprakasai oleh Perangkat 
Daerah/Bagian diproses melalui pengajuan nota dinas dari Kepala 
Perangkat Daerah/kepala unit kerja pemrakasa kepada Bupati melalui 
perangkat daerah yang membidangi pemerintahan umum. 

BABlV 

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, 
PELAKSSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT 

Pasal 17 

Pimpinan lembaga bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan di 
dalam organisasi atau lembaganya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat 
dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat 
berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh 
pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang. 

Pasal 18 

(1) Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas 
antar lembaga yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan pada pejabat 
pimpinan tertinggi lembaga. 

(2) Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas 
yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpahkan 
kepada pimpinan lembaga di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang 
diberi kewenangan untuk menandatanganinya. 

Pasal 19 

(1 )  Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang 
dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat 
dibawahnya. 

(2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang 
dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat 
dibawahnya. 
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(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap 
pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima 
pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat 
yang melimpahkan wewenang. 

Pasal 20 

(1) Pelaksana tugas yang disingkat PLT merupakan pejabat sementara pada 
jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan 
naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik. 

(2) PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diangkat dengan keputusan 
kepala Perangkat Daerah atau keputusan Bupati dan berlaku paling lama 
1 (satu) tahun. 

(3) PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) bertanggung jawab atas naskah 
dinas yang dilakukannya. 

Pasal 21 

(!) Pelaksana tugas harian yang disingkat Pih merupakan pejabat semantara 
pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang 
penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan 
sementara. 

(2) Pih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diangkat dengan keputusan 
kepala Perangkat Daerah atau keputusan Bupati dan berlaku paling lama 
3 (tiga) bulan. 

(3) Pih sebagaimana dimaksud pada ayat (!) mempertaggungjawabkan 
pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat 
definitif. 

Pasal 22 

(1) Pejabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan 
Bupati. 

(2) Pejabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan 
pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif. 

BABV 

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA 
UNTUK NASKAH DINAS 

Pasal23 

(1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf. 

(2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum 
ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar. 

(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh 
pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. 
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(4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) merupakan 
tandatangan singkat sebagai bentuk pertanggungiawaban atas muatan 
materi, substansi, redaksi dan pengetiakan naskah dinas. 

(5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 

a. Paraf hierarki; dan 

b. Paraf koordinasi. 

Pasal 24 

(I) Penulisan nama Bupati, Wakil Bupati, pada naskah dinas: 

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; 
dan 

b. Dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar. 

(2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (I) 
menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat. 

Pasal25 

Tanda tangan naskah dinas dapat menggunakan tanda tangan elektronik 
apabila sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 26 

(1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat yang sah 
selama memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada 
Penanda Tangan; 

b. Data pembuatan Tanda Tangan 
penandatanganan elektronik hanya 
Tangan; 

c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi 
setelah waktu penandatangan dapat diketahui; 

d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan 
Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan 
dapat diketahui; 

e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa 
Penandatangannya; dan 

f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan 
telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang 
terkait. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis tanda tangan elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Komunikasi 
Infonnatika dan Persandian. 

Pasal 27 

(1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dalam susunan 
produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, terdiri atas 

Elektronik pada saat proses 
berada dalam kuasa Penanda 
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a. Peraturan Daerah; 

b. Peraturan Bupati; 

c. Peraturan Bersama Bupati/Walikota; dan 

ct. Keputusan Bupati. 

(2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 
sebagaimana dimksud dalam pasal 14, terdiri atas: 

a. Intruksi; 

b. Surat edaran; 

c. Surat biasa; 

d. Surat keterangan; 

e. Surat perintah; 

f. Surat izin; 

g. Surat perjanjian; 

h. Surat perintah tugas; 

1. Surat kuasa; 

j. Surat undangan; 

k. Surat keterangan melaksanakan tugas; 

I. Surat panggilan; 

m. Nota dinas; 

n. Lembar disposisi; 

o. Pengumuman; 

p. Laporan; 

q. Rekomendasi; 

r. Telegram; 

s. Berita acara; 

t. Memo; 

u. Piagam; 

v. Sertifikat; dan 

w.STTPP 

Pasal 28 

(1) Bupati mendelegasikan penandatangannan perizinan dibidang pelayanan 
yang bersifat perintah sektor kepada Perangkat Daerah yang membidangi 
pelayanan perizinan terpadu 

(2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) secara 
fungsional tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang 
bersangkutan. 
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Pasal29 

(1) Penandatanganan produk hukum daerah dalam bentuk pengaturan 
berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama 
Bupati/Walikota dilakukan oleh Bupati. 

(2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, 
penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas atau pejabat Bupati. 

Pasal30 

(1) Pimpinan DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum, terdiri atas 

a. Peraturan DPRD; 

b. Keputusan DPRD; 

c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan 

d. Keptusan Badan Kehormatan DPRD. 

(2) Pimpinan DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat perintah; 

d. Surat izin; 

e. Surat perjanjian; 

f. Surat kuasa; 

g. Surat undangan; 

h. Surat panggilan; 

1. Nota dinas; 

j. Lembar disposisi; 

k. Pengumuman; 

1. Rekomendasi; 

m. Berita acara; dan 

n. Memo 

(3) Anggota DPRD menandatangani naskah dinas yang bersifat internal 
dilingkungan DPRD. 

Pasal 31 

(!) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat Kekterangan; 

c. Surat perintah; 
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d. Surat izin; 

e. Surat perintah tugas; 

f. Surat keterangan melaksanakan tugas; 

g. Nota dinas; 

h. Lembar disposisi; 

i. Telaahan staf; 

J. Laporan; 

k. Rekomendasi; 

I. Memo; 

(2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi: 

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan bupati; dan 

b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 
14, terdiri atas: 

1) Surat edaran; 

2) Surat biasa; 

3) Surat keterangan; 

4) Surat perintah; 

5) Surat izin; 

6) Surat perintah tugas; 

7) Surat keterangan melaksanakan tugas; 

8) Neta dinas; 

9) Lenbar disposisi; 

10) Pengumuman; 

1 1 )  Telegram; 

12) Serita acara; 

13) Piagam; dan 

14) Sertifikat. 

Pasal 32 

(l )  Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

C. Surat perintah; 

d. Surat izin; 

e. Surat perjanjian; 

f. Surat perintah tugas; 
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g. Surat perjalanan dinas; 

h. Surat kuasa; 

i. Surat undangan; 

j. Surat keterangan melaksanakan tugas; 

k. Surat panggilan; 

I. Nota dinas; 

m. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

n. Lembar disposisi; 

o. Telaahan staf; 

p. Pengumuman; 

q. Laporan; 

r. Rekomendasi; 

s. Surat pengantar; 

t. Lembaran daerah; 

u. Berita daerah; 

v. Berita acara; 

w. Notulen; 

x. Memo; 

y. Daftar hadir; dan 

z. Sertifikat. 

(2) Sekretaris daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang 
meliputi: 

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; 
dan 

b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 7 terdiri atas: 

I) Surat edaran; 

2) Surat biasa; 

3) Surat keterangan; 

4) Surat perintah; 

5) Surat izin; 

6) Surat perjanjian; 

7) Surat perintah tugas; 

8) Surat undangan; 

9) Surat keterangan melaksanakan tugas; 

10) Surat panggilan; 

1 1 )  Nota dinas; 
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12) Pengumuman; 

13) Telegram; 

14) Berita acara; 

15) Piagam; 

16) Sertifikat; dan 

17) STTPP 

Pasal33 

(l) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 
sebagimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri atas: 

a. Nota dinas; 

b. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

c. Lembar disposisi; 

d. Telaahan staf; 

e. Laporan; 

f. Surat pengantar; 

g. Notulen; dan 

h. Memo. 

(2) Asisten atas nama sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas 
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri 
atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

C. Surat perintah; 

d. Surat perintah tugas; 

e. Surat perjalanan dinas; 

f. Surat undangan; 

g. Surat panggilan; 

h. Nota dinas; 

• Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

j. Laporan; 

k. Surat pengantar; dan 

I. Daftar hadir. 
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Pasal34 

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas: 

a. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

b. Telaahan staf; dan 

c. Laporan 

Pasal35 

(1) Kepala Perangkat Daerahmenandatangani naskah dinas dalam bentuk 
dan susunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat perintah; 

d. Surat izin; 

e. Surat perjanjian; 

f. Surat perintah tugas; 

g. Surat perjalanan dinas; 

h. Surat kuasa; 

i. Surat undangan; 

j. Surat keterangan pelaksanaan tugas; 

k. Surat panggilan; 

I. Nota dinas; 

m. Nata pengajuan konsep naskah dinas; 

n. Lembar disposisi; 

o. Telaahan staf; 

p. Pengumuman; 

q. Laporan; 

r. Rekomendasi; 

s. Berita acara; 

t. Memo; 

u. Daftar hadir; dan 

v. Sertifikat. 

(2) Kepala Perangkat Daerahatas nama Bupati menandatangani naskah dinas 
yang meliputi: 

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; 
dan 

b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 
14, terdiri atas: 



23 

1) Surat biasa; 

2) Surat keterangan; 

3) Surat perintah; 

4) Surat undangan; dan 

5) Sertifikat. 

Pasal 36 

(1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat perintah; 

d. Surat izin; 

e. Surat perjanjian; 

f. Surat perintah tugas; 

g. Surat perjalanan dinas; 

h. Surat kuasa; 

• Surat undangan; 

j. Surat keterangan melaksanakan tugas; 

k. Surat panggilan; 

1. Nota dinas; 

m. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

n. Lembar disposisi; 

o. Telaahan staf; 

p. Pengumuman; 

q. Laporan; 

r. Rekomendasi; 

s. Berita acara; 

t. Memo; dan 

u. Daftar hadir. 

(2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas 
meliputi: 

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati; dan 

b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14, terdiri atas: 

1) surat biasa; 

2) surat keterangan; dan 

3) surat perintah. 
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Pasal 37 

(1) Sekretaris pada Perangkat Daerah menadatangani naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri 
atas: 

a. Surat perintah; 

b. Nota dinas; 

c. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

d. Lembar disposisi; 

e. Telaahan stal; 

f. Laporan; 

g. Memo; dan 

h. Daftar hadir. 

(2) Sekretaris atas nama kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah 
dinas dalarn bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat perintah; 

d. Nota dinas; 

e. Surat pengantar ; dan 

f. Daftar hadir. 

Pasal 38 

(1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat perintah; 

d. Surat izin; 

e. Surat perjanjian; 

f. Surat perintah tugas; 

g. Surat perjalanan dinas; 

h. Surat kuasa; 

1. Surat undangan; 

j. Surat keterangan melaksanakan tugas; 

k. Surat panggilan 

I. Nota dinas; 

m. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 
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n. Lembar disposisi; 

o. Telaahan staf; 

p. Pengumuman; 

q. Laporan; 

r. Rekomendasi; 

s. Surat pengantar; 

t. Berita acara; 

u. Memo; dan 

v. Daftar hadir. 

(2) Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk 
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat perintah; dan 

d. Surat undangan. 

Pasal 39 

(!) Kepala Bagian/Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri 
atas: 

a. Surat perintah; 

b. Nota dinas; 

c. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

d. Lembar disposisi; 

e. Telaahan staf; 

f. Laporan; dan 

g. Daftar hadir. 

(2) Kepala Bagian/Kepala Bidang atas nama kepala Perangkat Daerah 
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat perintah; 

d. Nota dinas; 

e. Surat pengantar; dan 

f. Daftar hadir. 
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Pasal 40 

Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi menandatangani 
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 

Pasal 14, terdiri atas: 

a. Nota dinas; 

b. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

c. Telaahan staf; dan 

d. Laporan. 

(2) Kepala Subbagian/Kepala Subbidang, Kepala Seksi, atas nama 
Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, menandatangani naskah dinas 
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
terdiri atas: 

a. Surat perintah; 

b. Nota dinas; dan 

c. Daftar hadir. 

PasaJ 41 

(1) Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk 
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat perintah; 

c. Surat perjanjian; 

d. Surat perintah tugas; 

e. Surat perjalanan dinas; 

f. Surat kuasa; 

g. Surat undangan; 

h. Surat keterangan melaksanakanm tugas; 

t. Surat panggilan; 

j. Nota dinas; 

k. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

I. Lem bar disposisi; 

m. Telaahan staf; 

n. Pengumuman; 

o. Laporan; 

p. Rekomendasi; 

q. Berita acara; 

r. Memo; dan 

s. Daftar hadir. 
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Kepala UPT Dinas/Badan atas nama Kepala 
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

C. Surat perintah; 

d. Nota dinas; dan 

e. Daftar hadir. 

Dinas/Badan 
susunan surat 

Pasal 42 

(1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat perintah; 

d. Surat izin; 

e. Surat perjanjian; 

f. Surat perintah tugas; 

g. Surat perjalanan dinas; 

h. Surat kuasa; 

i. Surat undangan; 

j. Surat keterangan melaksanakan tugas; 

k. Surat panggilan 

I. Nota dinas; 

m. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

n. Lembar disposisi; 

0. Telaahan staf; 

p. Pengumuman; 

q. Laporan; 

r. Rekomendasi 

s. Berita daerah; 

t. Berita acara; 

u. Memo; dan 

v. Daftar hadir. 

(2) Lurah atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 
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c. Surat perintah dan surat undangan. 

Pasal 43 

(1)  Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah menandatangani naskah dinas 
dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat perintah; 

d. Surat undangan; dan 

e. Daftar hadir. 

(2) Sekretaris Kelurahan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat, terdiri atas: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat kuasa; 

d. Surat dinas; 

e. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

f. Lembar disposisi; 

g. Telaahan staf; 

h. Laporan; 

1. Memo; dan 

j. Daftar hadir. 

Pasal 44 

(1) Kepala Seksi atas nama Lurah menandatangani naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. Surat biaasa; 

b. Surat keterangan; 

C. Surat perintah; 

d. Nota dinas; dan 

e. Daftar hadir. 

(2) Kepala Seksi pada Kelurahan menandatangani naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. Surat perintah; 

b. Nota dinas; 

c. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

d. Lembar disposisi; 

e. Telaahan staf; 

f. Laporan; dan 
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g. Daftar hadir. 

Pasal 45 

Jabatan Fungsional menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat, meliputi: 

a. Nota dinas; 

b. Telaahan staf; dan 

c. Laporan. 

Pasal 46 

( 1 )  Kepala Sekolah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat, meliputi: 

a. Surat biasa; 

b. Surat keterangan; 

c. Surat izin; 

d. Surat perintah tugas; 

e. Surat perjalanan dinas; 

f. Surat kuasa; 

g. Surat undangan; 

h. Surat keterangan melaksanakan tugas; 

i. Surat panggilan; 

j. Nota pengajuan konsep naskah dinas; 

k. Lem bar disposisi; 

I. Telaahan staf; 

m. Pengumuman; 

n. Laporan; 

o. Rekomendasi; 

p. Piagam; dan 

q. Daftar hadir. 

(2) Kepala Sekolah selaku Kepala Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) 
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk 
hukum berupa keputusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(3) Penomoran pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk 
hukum berupa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP). 
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Pasal 47 

(!)  Kepala Tata Usaha pada SMP/SD alas nama Kepala Sekolah 
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri 
atas: 

a. Surat keterangan; 

b. Surat izin; 

c. Surat perjalanan dinas; 

d.Suratundangan;dan 

e. Daftar hadir. 

(2) Kepala Tata Usaha pada SMP/SD menandatangani naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan surat, terdiri atas: 

a. Nota dinas; 

b. Nola pengajuan konsep naskah dinas; 

c. Telaahan staf; 

d. Laporan; dan 

e. Daftar hadir. 

(3) Kepala Tata U saha pada SMP / SD menandatangani naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan surat berdasarkan pendelegasian wewenang dari 
Kepala Sekolah dan/ atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. 

Pasal48 

(1) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Naskah Dinas dalam 
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat 
mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk. 

(2) Pendelegasian sebagian kewenangan dalam penandatanganan Naskah 
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (!)  ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Perangkat Daerah. 

Pasal 49 

(!) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam. 

(2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas 
berwarna biru tua. 

(3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas 
berwarna merah. 

BABIV 

STEMPEL 

Pasal 50 

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Cianjur terdiri atas: 

a. Stempel jabatan; 

b. Stempel perangkat daerah. 
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Pasal 5 I 

(1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, stempel 
jabatan Bupati. 

(2) Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berisi nama 
jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda 
bin tang. 

Pasal52 

Stempel Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, 
terdiri atas: 

a. Stempel Perangkat Daerahdan/ atau lembaga lain; 

b. Stempel Perangkat Daerahuntuk keperluan tertentu; dan 
C. Stempel UPT. 

Pasal 53 

Stempel jabatan Bupati dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 50, berbentuk lingkaran. 

Pasal 54 

Ukuran Stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 53,meliputi: 

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel 
perangkat daerah adalah 4 cm; 

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan Stempel 
perangkat daerah adalah 3,8 cm; 

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel 
perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan 

d. jarak antara 2 (dua) garis yanng terdapat dalam lingkaran dalam 
maksimal 1 cm. 

Pasal 55 

(I) Ukuran stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 52 huruf b,meliputi: 

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel 
perangkat daerah adalah 1,8 cm; 

b. ukuran garisn tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel 
perangkat daerah adalah 1,7 cm; 

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel 
perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan 

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 
maksimal 0,5 cm. 

(2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk,kartu 
pegawai,tanda pengenal,asuransi kesehatan dan sejenisnya. 
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Pasal 56 

(1)  Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lam bang Negara 
dengan pembatas tanda bintang. 

(2) Stempel Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a 
dan huruf b berisi namaPemerintah Kabupaten Cianjur atau Kabupaten 
Cianjur ,nama Perangkat Daerahyang bersangkutan. 

(3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf c,berisi nama 
Pemerintah Kabupaten Cianjur atau Kabupaten Cianjur,nama Perangkat 
Daerahdan nama UPT yang bersangkutan. 

Pasal 57 

(!) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana 
dimaksuddalam pasal 53 huruf a,Bupati dan wakil Bupati. 

(2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b,kepala Perangkat 
Daerah,kepala lembaga lainnya,kepala UPT atau pejabtat yang diberi 
wewenang. 

Pasal 58 

Perangkat daerah Kabupaten Cianjur yang berhak menggunakan stempel 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat DPRD; 

C. Dinas Daerah; 

d. Inspektorat Daerah; 

e. Badan Daerah; 

f. Kecamatan; dan 

g. Kelurahan. 

Pasal 59 

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan 
dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani 
naskah dinas. 

Pasal 60 

( 1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah 
dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada 
Sekretariat Daerah. 

(2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah 
dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap 
Perangkat Daerah. 

(3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab atas penggunaan stempe!. 

- - - - - -  
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(4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat 
Daerah. 

Pasal 6l 

(1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cianjur, menggunakan kode. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati 
tersendiri. 

BAB VII 

KOP NASKAH DINAS 

Pasal 62 

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, terdiri 
atas: 

a. Kap naskah dinas jabatan; 

b. Kap naskah dinasPerangkat Daerah, UPT, dan Sekalah. 

Pasal62 

(1) Kap naskah dinas jabatan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, 
untuk Bupati/ Wakil Bupati menggunakan: 

a. Lambang Negara berwarna dan ditempatkan dibagian tengah atas 
untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; 

b. Lambang Negara berwama dan ditempatkan dibagian tengah atas 
serta alamat nomor telepon, nomor faximile, website, e-mail dan kode 
pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dan 
bentuk dan susunan surat. 

(2) Kap naskah dinas Perangkat Daerah, menggunakan lambang daerah 
berwarna dengan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Cianjur, nama 
satuan kerja perangkat daerah, alamat kantor, nomor telepon, nomor 
faximile, website, e-mail dan kode pos. 

(3) Kap naskah dinas Kecamatan, menggunakan lambang daerah berwarna 
dengan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Cianjur, nama 
kecamatan, alamat kantor, nomor telepon, nomor faximile, website, e-mail, 

dan kode pos. 

(4) Kap naskah dinas Kelurahan, menggunakan lambang daerah berwarna 
dengan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Cianjur, nama 
kecamatan, nama kelurahan, alamat kantor, nomor telepon, nomor 
faximile, website, e-mail, dan kode pos. 

(5) Kap naskah dinas UPT Dinas/Badan, menggunakan lambang daerah 
berwarna dengan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Cianjur, nama 
satuan kerja perangkat daerah, nama UPT, alamat kantor, nomor telepon, 
nomor faximile, website, e-mail, dan kode pos. 
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(6) Kop naskah dinas Sekolah SMP/SD, menggunakan lambang daerah 
berwarna dengan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Cianjur, nama 
dinas pendidikan, nama sekolah, alamat kantor, nomor telepon, nomor 
faximile, website, e-mail, dan kode pos. 

(7) Format/bentuk kop naskah dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (! ) ,  

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 63 

(l) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 62 ayat (1), 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan 
Wakil Bupati. 

(2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain 
yang ditunjuk. 

(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 62 ayat (3), 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Camat yang 
bersangkutan a tau pejabat lain yang ditunjuk. 

(4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 62 ayat (4), 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah yang 
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. 

(5) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5), 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPT 
yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. 

(6) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 62 ayat (6), 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah 
yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. 

(7) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 62 ayat (6), 
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah 
yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. 

Pasal 64 

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 62 ayat (2), digunakan 
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli Bupati. 

BAB VIII 

SAMPUL NASKAH DINAS 

Pasal65 

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur 
terdiri atas: 

a. Sampul naskah dinas jabatan; 

b. Sampul naskah dinas Perangkat Daerah,UPT dan Sekolah; dan 

c. Sampul naskah dinas pemerintah desa. 
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Pasal 66 
Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berbentuk empat persegi panjang. 

Pasal67 
(1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas 

perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi: 

a. Sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; 

b. Sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm; 

c. Sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 
cm; dan 

d. Sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 
cm. 

(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
menggunakan kertas casing dengan warna: 

a. Putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65 huruf a; dan 

b. Coklat untuk sampul naskah dinas Perangkat Daerah, UPT, Sekolah 
dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf 
b dan huruf c. 

Pasal68 
(1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning 

emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, 
website dan kode pos dibagaian tengah atas. 

(2) Sampul naskah dinas Perangkat Daerah,UPT, dan Sekolah, terdiri atas: 

a. Sampul naskah dinas Perangkat Daerah berisi lambang daerah 
dengan memuat nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, nama 
Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, 
faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas. 

b. Sampul naskah dinas Kecamatan, berisi lambang daerah dengan 
memuat nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, nama Kecamatan 
yang bersangkutan, alamt, nomor telepon, faksimile, e-mail, website 
dan kode pos dibagian tengah atas. 

c. Sampul naskah dinas UPT dinas/badan berisi lambang daerah 
dengan memuat nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, nama 
dinas/badan, nama UPT alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, 
website dan kode pos dibagian tengah atas. 

d. Sampul naskah dinas Sekolah SMP/SD berisi lambang daerah 
dengan memuat nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, narna Dinas 
Pendidikan, nama Sekoah, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, 
website dan kode pos dibagi. 
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Pasal69 

Format/bentuk sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, 
Pasal 73 dan Pasal 74 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

BAB IX 

PAPAN NAMA 

Pasal 70 

Jenis papan nama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur terdiri atas: 

a. Papan nama kantor Bupati; 

b. Papan nama Perangkat Daerah;dan 

c. Papan nama UPT dan Sekolah. 

Pasal 71 

Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 berbentuk empat persegi panjang. 

Pasal 72 

( I )  Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disesuaikan dengan besar 
bangunan. 

(2) Ukuran perbandingan huruf papan nama sebagaiman dimaksud Pasal 
ayat (!),  adalah 3:4 adalah: 

a. Ukuran huruf 3, untuk tulisan Pemerintah Kabupaten; 

b. Ukuran h u ru f  4, untuk tulisan nama jabatan, nama Perangkat 
Daerah, nama UPT, dan nama Sekolah. 

Pasal 73 

(!)  Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a berisi tulisan 
kantor Bupati, alamat, nomor telepon, dan kode pos dan memakai 
lambang daerah yang ditempatkan dibagian kanan tulisan huruf papan 
nama. 

(2) Papan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
huruf b berisi tulisan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan nama Perangkat 
Daerahyang bersangkutan, alamat, nomor telepon, serta kode pos dan 
memakai lambang daerah yang ditempatkan dibagian kanan tulisan huruf 
papan nama. 

(3) Papan nama UPT dan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
huruf c berisi tulisan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan nama Perangkat 
Daerah, nama UPT dan atau nama Sekolah, alamat, nomor telepon serta 
kode pos dan memakai lambang daerah yang ditempatkan dibagian kanan 
tulisan huruf papan nama. 
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(4) Papan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
huruf b berisi tulisan Pemerintah Kabupaten Cianjur nama pemerintah 
Kecamatan, alamat, nomor telepon, serta kode pos dan memakai lambang 
daerah yang ditempatkan dibagian kanan tulisan huruf papan nama. 

Pasal 74 

Jenis bahan dasar dan warna papan nama kantor Bupati, Perangkat Daerah, 
UPT, dan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, yaitu: 

a. Bahan papan nama kantor disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari 
bahan kayu, be ton, seng/ plat dan lain sebagainya. 

b. Bahan huruf papan nama kantor disesuaikan kebutuhan, dapat 
menggunakan cat a tau dari bahan lain sepeti seng/ plat a tau semen dan 
lain se bagainya. 

Pasal 75 

Format/bentuk papan nama dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71,  
Pasal 72 dan Pasal 73 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Pasal 76 

Papan nama kantor, Perangkat Daerah ditempatkan pada tempat yang 
strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya. 

Pasal 77 

Bagi beberapa kantor Perangkat Daerah yang berada di bawah satu atap atau 
satu komplek, dibuat dalarn satu papan nama yang bertuliskan semua nama 
Perangkat Daerah. 

Pasal 78 

Pencabutan dan Ralat Naskah Dinas tercantum dalam lampiran sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABX 

PELAPORAN 

Pasal 79 

Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cianjur kepada Gubernur. 

BAB XJ 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal80 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah 
dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Sekretaris Daerah. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 81 

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cianjur 
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2020 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 82 

Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 83 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Cianjur. 

Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal 21 April 2022 

BUPATI CIANJUR 

ttd/cap 

HERMAN SUHERMAN 

Diundangkan di Cianjur 

pada tanggal 22 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

� 
H.CECEPS.ALAMSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 158 





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR 

NOMOR 

TENTANG 

34 TAHUN 2022 

TATA NASKAH DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN CIANJUR 

TATA NASKAH DINAS 

SISTEMATIKA 

BAB I JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS 

A. Naskah Dinas Arahan 

1. Naskah dinas pengaturan; 

a) Peraturan; 

b) Pedoman; 

c) Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis; 

d) Instruksi; 

e) Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 

f) Surat Edaran. 

2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan); dan 

3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/ Surat Tugas). 

B. Naskah Dinas Korespondensi 

1. Naskah dinas korespondensi intern; 

a) Nota Dinas; dan 

b) Disposisi; 

2. Naskah dinas korespondensi ekstem. 

C. Naskah Dinas Khusus 

1. Surat Perjanjian; 

a) Perjanjian dalam negeri; dan 

b) Perjanjian internasional. 

2. Surat Kuasa; 
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3. Berita Acara; 

4. Surat Keterangan; 

5. Surat Pengantar; dan 

6. Pengumuman. 

D. Naskah Dinas La.innya 

I. Notula 

2. Daftar Hadir 

3. Surat Keterangan Melaksanakan Togas 

4. Surat lzin 

5. Rekomendasi 

6. Surat Panggilan 

7. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) 

8. Sertifikat 

9. Piagam 

10. Laporan 

1 1. Telaahan Staf 

12. Lembar Pengelolaan Naskah Dinas 

13. Radiogram 

14. Lembaran Daerah 

15. Berita Daerah, dan 

16. Naskah Dinas Elektronik 

BAB II PEMBUATAN NASKAH DINAS 

A. Persyaratan Pembuatan; 

B. Penomoran Naskah Dinas; 

C. Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta; 

D. Ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata 

penyambung; 

E. Penentuan Batas/Ruang Tepi; 

F. Nomor Halaman; 

G. Tembusan; 

H. Lampiran; 
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I. Penggunaan Lambang Negara dan Lambang Daerah Kabupaten 

Cianjur; 

J. Pengaturan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap; dan 

K. Kop Naskah Dinas 

L. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas. 

BAB Ill PENGAMANAN NASKAH DINAS 

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah 

Dinas; 

B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi 

Keamanan dan Akses: 

1. Pemberian kode derajat k.lasifikasi keamanan dan akses; 

2. Pemberian nomer seri pengaman dan security printing; dan 

3. Pembuatan dan pengawasan naskah dinas yang bersifat 

rahasia. 

BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

A. Penggunaan Garis Kewenangan; 

B. Penandatanganan; dan 

C. Kewenangan Penandatanganan. 

BAB V PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

A. Naskah Dinas Masuk; dan 

B. Naskah Dinas Keluar. 
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BAB I 

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS 

A. Naskah Dinas Arahan 

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan 

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan 

dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga 

yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan 

penugasan. 

I .  Naskah Dinas Pengaturan 

Naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat 

mengatur dan memuat kebijakan pokok. Maskah Dinas Pengaturan 

terdiri dari : 

a. Peraturan 

Peraturan adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati atau yang dibentuk 

oleh Bupati sebagai pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah ; 

1) Susunan 

a) Judul 

Judul Peraturan terdiri atas : 

(l) Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, 

nomor, tahun penetapan, dan nama peraturan. 

(2) Nama peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan 

isi peraturan. 

(3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 

diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca. 

b) Pembukaan 

Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 

(I) Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis 

seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di 

tengah margin. 

(2) Tulisan "BUPATI CIANJUR" diletakkan ditengah margin 

dan diakhiri dengan tanda baca koma; 

(3) Konsiderans : 
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(a) Konsideran diawali dengan kata menimbang. 

(b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai 

pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan 

alasan pembuatan Peraturan Daerah. 

(c) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur 

filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar 

belakang pembuatannya. 

(d) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa 

Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah 

kurang tepat karena tidak mencenninkan tentang 

latar belakang dan alasan d.ibuatnya Peraturan 

Daerah. 

(e) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok 

pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam 

rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan 

pengertian. 

(f) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad 

dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali 

dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca 

titik koma. 

(4) Dasar Hukum diawali dengan kata Mengingat. 

(a) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan 

peraturan. 

(b) Peraturan perundang-undangan yang digunakan 

sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang 

undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

(c) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan 

pencantuman perlu memperhatikan tata urutan 

peraturan perundang-undangan dan jika 

tingkatannya sama disusun secara kronologis 

berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 

(d) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan 

Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan 

pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia 
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dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

yang diletakkan di antara tanda baca kurung. 

(5) Diktum terdiri dari: 

(a) kata Memutuskan, yang ditulis seluruhnya dengan 

huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan 

diakhiri dengan tanda baca titik d ua serta diletakkan 

di tangah margin. 

(b) kata Menetapkan, yang dicantumkan sesudah kata 

Memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata 

Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata 

Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca titik dua. 

c) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh peraturan terdiri dari: 

(!) Semua substansi peraturan perundang-undangan yang 

dirumuskan dalam pasal-pasal. 

(2) Substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari: 

(a) Ketentuan Umum; 

(b) Materi Pokok yang diatur; 

(c) Ketentuan Sanksi (jika diperlukan); 

(d) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan 

(e) Ketentuan Penutup. 

d) Kaki 

Bagian kaki peraturan ditempatkan di sebelah kanan bawah, 

yang terdiri dari: 

(!)  tempat (nama kota sesuai dengan alamat lembaga) dan 

tanggal penetapan peraturan; 

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 

dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca 

koma; 

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan; dan 

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan, 

yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan 

gelar. 
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4) Pengabsahan 

a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum 

digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu peraturan 

telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh 

pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau 
administrasi umum. 

b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan 

sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata "salinan sesuai 

dengan aslinya serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang 

berwenang dan cap lembaga yang bersangkutan. 
5) Pengundangan 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan yang dikeluarkan 

oleh pimpinan tertinggi lembaga harus diundangkan dengan 

menempatkan dalam: 

a. Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur; (ditujukan bagi 

peraturan yang menurut peraturan perundang-undangan 

harus diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Cianjur) 

b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 

c. Berita Negara Republik Indonesia; (ditujukan bagi peraturan 

yang menurut peraturan perundang-undangan harus 

diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia) 

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 

e. Berita Daerah; dan/atau 

f. Tam bah an Seri ta Daerah. 

6) Distribusi 

Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang 

berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. 

Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian. 

7) Hal yang Perlu Diperhatikan 

Naskah asli dan salinan peraturan yang cliparaf harus disimpan 

sebagai pertinggal. 
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Contoh Format Peraturan 

, . 

nt 

� 

Mort pert 
pen du g  di g  
g  menjedi  der  
11  ,, ,. 

- 

l 

- 

bet 
l :b ij l  

Merut  

- yang  

Merot  

- Ii  I  I  

- 

Pasal 1 

b. bahwa .. 

a. bahwa . 

PERATURAN BUPATT CIANJUR 
NOMOR . 

TENTANG 

BUPATI CIANJUR 
PROVINSI JAWA BARAT 

1. 

2 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENT ANG . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIANJUR 

Menimbang 

Pasal 2 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

BUPATI CIANJUR, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

NAMA LENGKAP 

} 
Ne jabet d 
me lengp yang 

'zZ 
Diundangkan di Cianjur 
Pada Tanggal .......... 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN CIANJUR 

NAMA LENGKAP 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN NOMOR .•...••.• 
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b. Pedoman 

I) Pengertian 

a) Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang 

bersifat umum di lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan 

ke dalam petunjuk operasional/tekn.is. Pemberlakuan 

Pedoman dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai 

lampiran peraturan tersebut. 

b) Lampiran pedoman adalah penjelasan/uraian/keterangan 

lebih rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang 
pedoman tersebut. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatangan 

Pedoman dibuat dalam rangk:a menindaklanjuti peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengabsahannya 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Kepala pedoman adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di 

sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri 

dan tanpa diakhiri tanda baca. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari: 

(1) Pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran, 

maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian; 

(2) Materi pedoman; dan 

(3) Penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan, 

penjabaran, penjabaran lebih lanjut. 

c) Kaki 

Bagian kaki pedoman, ditempatkan di sebelah kanan bawah 

yang terdiri dari: 

(!)  Nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman 

ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda 

baca koma; 

(2) Tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan 

cap jabatan; dan 
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(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman 

ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 

Contoh Format Pedoman 

t l 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

BUPATI CIANJUR 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATT CIANJUR 

NOMOR . 

TENTANG 

PEDOMAN . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI CIAN.JUR 

a. bahwa . 

b. bahwa . 

1. 

2. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG ....coo.coo....... 

Pasal 1 

l 

Mort pert 
pen dang - and gn 
yg menjedi dear 

fito ta pl  rye  
pert  

Pasal 2 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

BUPATI CIANJUR, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

NAMA LENGKAP 
Diundangkan di Cianjur 
Pada Tanggal .........• 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN CIANJUR 

NAMA LENGKAP 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN •.... NOMOR ......... 

_ .z  
din de t  gi  oleh  

Pe  glut  Daerh  

yang  

men  ye lengr  la  
ur  bideg  helm  



Header kosonrg. tidak 

ads halaman msupun 
tuliar Ahalarar 
aAl 

1 1  

LAMPIFAN 
PEFATURAN 
NOAMOR •.. TAHUN 

TENTANG 
PE DOMAN 

Judul 
pedoman ysang 

K 
ditulis densan 
huruf kapital 

'------'____J 

EAE t 

PENDAHULUAN 

L. Latr Eelakang 

2. Masud dan Tujuan 

3. Fuang Linkup 

4. Pergertisn 

BAB II 

5 

6. dan seterusrya 

EAE III 

dan seterusys 

Memuat 

slasan 
tentans 
ditetapkannya 

pedonan 

Terdin dari 
konsepsi 
dasar/pokok 
pokok 

�---' 

NAMA JAEATAN 

Tard Tar.gan dan Cap Jabatar 

NAAMA LENOKAP 

Nara 

abatan dan 
namns 

lengkap 
yang dituls 

dengan 
huruf 

kapital 



12 

c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 

I) Pengertian 

a) Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah naskah dinas 

pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, 

tennasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan 

prosedumya; 

b) Lampiran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah 

penjelasan/uraian/keterangan lebih rinci dari materi muatan 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah pejabat yang 

berwenang atau pejabat yang ditunjuk. 

3) Susunan 

Susunan untuk petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah 

sama. 

a) Kepala 

Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan 

judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf 

kapital seluruhnya, rata kiri dan tan pa diakhiri tanda baca. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 

terdiri dari: 

( 1 )  Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan 

tujuan, ruang lingkup dan pengertian; 

(2) Materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, dengan 

jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, 

koordinasi, pengendalian, dan ha! lain yang dipandang 

perlu untuk dilaksanakan; dan 

(3) Penutup. 



c) Kaki 

Bagian kaki 
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petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 

ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari: 

(II Nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital 

dan diakhiri dengan tanda baca koma; 

(2) Tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis serta cap jabatan; dan 

(3) Nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital, 

tan.pa mencantumkan gelar. 

4) Distribusi 

Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang 

berlaku. Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis disampaikan 

kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap 

serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/petunjuk 

teknis diiku ti dengan tindakan pengendalian. 
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Contoh Format 

Petunjuk Pelak:sanaan/ Petunjuk Teknis 

Menimbang a. bahwa ..oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

b. bahwa . 

Merest 

Pigin 

Met perter 
peradng -andgn 
g menjdi der 

lit pl rye 

BUPATI CIANJUR 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI CIANJUR 

NOMOR ..•.•...••.•.•.............. 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN I TEKNIS . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIANJUR 

Mengingat t, 

2 

MEMUTUSKAN: pert 

Menetapkan 

Pasal 1 

Merrt sbeti 
tentg lebijel 
yang dite t pl  

'-----------------------------�•. 

- P g de gn  de  
lit da t  g i  olel  
Pe  1git  Deerh  
yang  

meny lie  gr  la  

ruse  bldg  bolo  

}  

BERlTA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN NOMOR ......... 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

BUPATI CIANJUR, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

NAMA LENGKAP 

Pasal 2 

NAMA LENGKAP 

Diundangkan di Cianjur 
Pada Tanggal . 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
CIANJUR 



reader kosong. tidak 

ais hslaman maupun 
tulsan di halaman 
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LAN?IRAN 

FEFATURAN . . . . . . s o . o o o o o o o o o . .  

NOAMOR ..... TAHUN ...... 
TE'TANG 
PETUNJUK FELAKSANLAN/ TEKDIS 

Judul 

Juklak/jukis 
yang ditulis 
dengan huruf 
kapital. 

PETUNJUK PELAKSANLAN/ TEXTS 

EAB I 
FENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

2. Maksu dan Tujun 

3. Pua Linkup 

4. Pungertin 

BAE II 
PELAKSANAAN 

K 

Memuat 

alasan tentang 
perlu 
ditetapkannya 
Jukiak/juknis 

Menunjukkan 
urutan 
tindakan, 
pengorganisas: 
an, koordinas:, 
pengendalian, 
dsb 

5. 

6. an seterusna 

AMA JAEATAN, 

Tads Tagan da Cap Jabstn 

N+MA LENGKAP 

Nama jabatan 
dan nama 
lengkapyang 
dtulisdengan 
huruf kap:tal 

l 
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d. lnstruksi 

I) Pengertian 

lnstruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa 

petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

instruksi adalah pimpinan tertinggi Iembaga. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala instruksi terditi dari: 

( I )  kop instruksi yang ditandatangani senditi atau atas nama 

pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang 

negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital 

secara simetris; 

(2) kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain 

pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah 

dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang 

disertai nama Iembaga dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(3) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang 

menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(4) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(5) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(6) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; dan 

(7) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang 

ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda 

baca koma secara simetris. 
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b) Konsiderans 

Bagian konsiderans instruksi terdiri dari: 

( 1) kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan 

instruksi; dan 

(2) kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai 

landasan penetapan instruksi. 

c) Ba tang Tu huh 

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi. 

d) Kaki 

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, yang 

terdiri dari: 

(I) tempat (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan tanggal 

penetapan instruksi; 

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; 

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi; dan 

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 

4) Distribusi dan Tembusan 

Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat 

dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi 

diikuti dengan tindakan pengendalian. 

5) Hal yang Perlu Diperhatikan 

a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga 

instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang 

undangan. 

b) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak 

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. 
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Contoh Format Instruksi Bupati 

I 
Lambang Negara 
dan nama jabatan 
yang telah dicetak 

BUPATI CIANJUR 
PROVINSI JAWA BARAT 

INSTRUKSI BUPATI CIANJUR 

NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

BUPATI CIANJUR, 

Dalam rangka dengn ini memberi instruksi 

Penomoran yang 

I 
berurutan da lam 
satu tahun takwin 

J 

r 
Judul Instruksi yang 
ditulis dengan huruf 
kapital 

r 
Meruat alasan 

tentang perlu 
ditetapkannya 
instruksi 

Kepada 

Untuk 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

dan seterusnya. 

: 1. Nama/Jabatan Pegawai 
2. Nama/Jabatan Pegawai 
3. Nama/Jabatan Pegawai 
4. Nama/Jabatan Pegawai 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

BUPATI CIANJUR, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

NAMA LENGKAP 

Daftar Pejabat yang 
menerima instruksi 

Memuat substansi 
tentang arahan yang 
diinstruksikan 

Kota sesuai dengan 
alamat lembaga dan 

tanggal 
penanda tanganan 

\, Nama jabatan dan 
nama lengkap ditulis 
dengan huruf kapita 
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mempercepat dan 

e. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

I) Pengertian 

SOP adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk 

tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. 

2) Tujuan SOP 

SOP bertujuan untuk: 

a) menyederhanakan, memudahkan, 

penyampaian petunjuk; 

b) memudahkan pekerjaan; 

c) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; 

dan 

d) meningkatkan kerja sarna antara pimpinan, staf, dan unsur 

pelaksana. 

3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang menetapkan dan menandatangani SOP adalah 

pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. 

4) Susunan 

a) Halaman Judul (Cover) 

Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul 

muka sebuah SOP. HaJarnan judul ini berisi informasi 

mengenai: 

(!)  Judul SOP. 

(2) Nama Unit Kerja. 

(3) Tahun pembuatan 

(4) lnformasi lain yang diperlukan. 
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Berikut adalah contoh halaman judul sebuah SOP. 

L Kop Lembaga 

l ) » .  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

' 
dokumen SOP 

SEKRETARIAT DAER AH KABUPATEN CIANJUR sesuai unit 

kerja yang 
membuatnya 

Tahun 

2020 Pembuatan 

SOP 

JI. Siliwangi No. 9 Cianjur 43211  Alamat 

Lembaga 
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b). Keputusan Pimpinan 

Karena SOP merupakan pedoman bagi setiap pegawai, maka 

harus memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya 

setelah halaman judul, disajikan keputusan Pimpinan tentang 

penetapan SOP. 

c) Daftar isi SOP 

Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu mempercepat 

pencarian informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat 

untuk bagian tertentu dari SOP terkait. 

d) Penjelasan singkat penggunaan 

Sebagai sebuah manual, maka SOP memuat penjelasan 

bagaimana membaca dan menggunakannya. Isi dari bagian ini 

antara lain mencakup: 

(1) Ruang Lingkup, menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan 

kebutuhan organisasi. 

(2) Ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai prosedur 

yang dibuat. 

e). Bagian ldentitas 

Bagian ldentitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Logo instansi dan nomenklatur unit kerja pembuat. 

(2) Nomor SOP, diisi dengan nomor basah secara berurutan 

dalam 1 (satu) tahun takwim. 

(3) Tanggal Pengesahan, diisi tanggal pengesahan SOP oleh 

Pejabat yang berwenang di unit kerja. 

(4) Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal 

rencana diperiksa kembali SOP yang bersangkutan. 

(5) Pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja. 

Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda 

tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP/NIK serta 

stempel/ cap instansi. 
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(6) Judul SOP, sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi yang dimiliki. 

(7) Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-undangan 

yang mendasari prosedur yang di buat menjadi SOP 

beserta aturan pelaksanaannya. 

(8) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai 

keterkaitan prosedur yang clistandarkan dengan prosedur 

lain yang distandarkan (SOP lain yang terkait secara 

langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi 

bagian dari kegiatan tersebut). 

(9) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai 

kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan 

atau tidak dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi 

berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada 

di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, 

serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. 

Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara 

mengatasinya bila diperlukan. Umumnya menggunakan 

kata peringatan, yaitu jika/apabila-maka (if-then) atau 

batas waktu (dead line) kegiatan harus sudah 

dilaksanakan. 

( 10) Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai 

kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam 

yang prosedur pada perannya melaksanakan 

distandarkan. 

( 1 1 )  Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan 

mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan 

perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara 

langsung dengan prosedur yang dibuat menjadi SOP. 

(12) Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai ha! yang 

perlu did a ta dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam 

kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang 

akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam 
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proses. Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam proses, 

diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang sudah 

dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa 

langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada 

langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan 

menjadi dokumen yang memberikan informasi penting 

mengenai "apakah prosedur telah dijalankan dengan 

benar". 

Contoh Bagian ldentitas 

ii 
814.2+ • 7 201 

' 
est 

Gt 18 201 
0ISAAN OL.EH 

 
ARIS DAERA 

� 

PEMERINTAM KABUPATEN CIANJUFR (} SEKRETA#LAT DAERAH KABUPATEN CLAN.JUR 

BAGtAN ORGANISASf 0 urA04N, $4, 

ALAN TL JENA8 NO 1  TEL (0263) 263890 CANU NP19610313199121001 

NA $04 Edu4TAN 0TA DNA8 PE0MN 

so subbag Kettl.nan dn Pet yarn Pub 
PENERBrTAN PERA TLRAN BUPATT 

Cue TENT4NG$TAN0AR 

$AN.pg4AA44A($. 

0ASAR UK.UM KUALFASELK&ANA 

' 
Log4Lg Merow4f%. 204tong 4.r..th. Doh 

' 
.Men.nit • f- .tee. c 

2 forstuts Pe«ninth Nono8faun 200 tang Podovn. fey. 

ere.en0rep. Peel.... 2 n et.n ot. pf1..900 0g one  

3  Peatune Dawn Neg lorn$7% 2007tg Perturu tee.7.l 

fl.i fee. Pettey..n.d 3  Mn.er..p. 4.0opt%long%.er deg p40g407 

• et ti D.. tee. 9%0 0of 0woe or.croe.cooed 

eon.$.r.. Reece Stele.4.0. 
• 

nn70090.00h. 

KETEKAITAN PERALATANIPERLENGKAPAN 

' 
$4peen4e.re0..cg-eoaee c 

'  
fer.pr4. ti$0,4 

t$...n.l 2 Kn4.pi.f 
per.Leon fern.bong%nee c rec 3 ti to 
Stand Petaryrn torn.d (8M' 

3 9OP feeu lnDth 

PERNG4TAN PENCATATAN DAN PENO4TAN 

ft cp th. .d$... h. be.% u. 6ht . an t e. (n l.  
oepterst Bag Organ. 

I). Bagian Flowchart 

Bagian Flowchart meru pakan uraian mengenai langkah 

langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari 

prosedur yang distandarkan, yang berisi: 

(1) Nomor, diisi nomor urut. 

(2) Tahap Kegiatan, diisi tahapan kegiatan yang merupakan 

urutan logis suatu proses kegiatan. Biasanya 

menggunakan kalimat aktif dengan awalan me-. 



24 

(3) Pelaksana, merupakan pelaku (aktor) kegiatan. Simbol 

simbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan. 

Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar 

simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan 

(Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu, 

Jabatan Struktural) yang ada di unit kerja yang 

bersangkutan yang melakukan proses kegiatan. Urutan 

penulisan jabatan dimulai dari jabatan yang terlebih 

dahulu melakukan tahap kegiatan. Jika dalam SOP 

terse but terkait dengan unit lain, maka jabatan unit kerja 

lain diletakan setelah kolom jabatan di unit yang 

bersangkutan. 

(4) Mutu Baku, berisi kelengkapan, waktu, output dan 

keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka 

setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu 

baku tertentu, seperti: waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan 

(standar input) dan outputnya. Mutu baku ini akan 

menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (end 

product) dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang 

diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar 

pelayanan. Untuk memudahkan dalam 

pendokumentasian dan implementasi, sebaiknya SOP 

memiliki kesamaan dalarn unsur prosedur meskipun 

muatan dari unsur tersebut akan berbeda sesuai dengan 

kebutuhan unit kerja. Norma waktu bisa dalam hitungan 

menit, jam, hari. 
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Con toh Bagi an Flowchart 

Pelis.s 

" 
No T%skeet Kg 

86b, 
Ai T 

0 
Ts 

Lis8rs 
Lt Ker8 kngip Wt Cwtat 

L s  

'  
st . t i e .  , peatar r e va s pe SP  Agendra 1 rent Doss 

AP 
2 • beooh ievrt 

I, est«witperrtd 

vi$0AP nti 
t le rentiwFuagoiLrti Dpo4 5rent Dposs 

megdsi SP AP untie yAvg 
d0studs dv 

3 e r  4Kera 

¢ b Meyers SP AP uneayg 
Doon 3 rent 

SOP AP ng est 

tel dsrdsir Dads 

4 Be«gods deg ant«er rt 
I I Teed. 

easts wstadr tenet brat 
men ytwtad 

den ¢vs SPdnt era 
eest 

5 Met enee.es 
seraden weer aging 

• stag Ors megrir 
Fri b stag Flss I L C 

L. 
I Fpusd 

eons.r 

3 
peats 

9 men pest d 
¢ Al TtLis me.ct d ls4v v$ 

ypibe $0e AP 

5 • ra t 0 0 64  

flour pea1an r s  

�6 
nteid.ai 

Fgrulrg Fur 

b let peabate4ti pert lg 
dtraForPeat pest 30 men vsytel 

dsEvwt lo.lie rt $09 4 - 
d4 4vu$ 

dtdtg 
arty meeris«bed 
stag Ttlsisas 

7 lent«Ast[$runt pr 
rendilguirhsdperat 

c' 
eta 

devu SAP d eout«ors 
� 

d ts 1 met Dboss 
ohs peyoalo yteat 

ddta8 

' 
lend leper pr 

dr vu SPAP pests ds 
b eryeiris00848 

t 
D6poss 15 men evyrgtit 

peyrel dtdstrga 
Kos NoDs 

$ leis«0spot he$ 
Jig«eta eyed pal8 K8b 
r Korsep iota Q men 

bse No D 
Ji pd#istaeeriepadais 

-- ✓ 
Des ygtel derise 

78 Lisa atal deb 

10 le eris«pge04di .__ 
Ji seta mer.dtrd 
eyer.ipd bar Ts 

d 
ors iota it De Ls 

Dass 
¢men 

Dboss Ji dsstaenyeriit pad 
Kb8Ttlsis.wide +bi 

II ye n0t .  t i 0  

9 
ru t s  ieosd ti 

Not Des Not8 De. 
- 1 men 

Dboss Dos 

12 lleysphirotdsol Fpars# 
sdpematdevls4pad 

+ 
pe t a d  

tie � vi 
t ledoiertsass beta Not Doe ment 

Dolets h 
ds evs SO9 AP pert d 

v 
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g) Bagian Pendukung 

Bagian Pendukung berisi uraian, keterangan, atau contoh-contoh 

formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur kegiatan 

atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan. 

f. Surat Edaran 

I) Pengertian 

Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan 

tentang ha! tertentu yang dianggap pen ting dan mendesak. 

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat 

edaran adalah pimpinan tertinggi lembaga, dapat dilimpahkan 

kepada pimpinan sekretariat lembaga atau pejabat yang ditunjuk 

sesuai dengan substansi surat edaran. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala surat edaran terdiri dari: 

(I) kop surat edaran yang ditandatangani sendiri a tau atas 

nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang 

negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital 

secara simetris; 

(2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain 

pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan 

sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang 

disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(3) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi 

surat edaran; 

(4) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang 

negara/logo lembaga, ditulis dengan huruf kapital serta 

nomor surat edaran di bawahnya secara simetris; 

(5) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat 

edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan 
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(6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris di bawah kata tentang. 

b) Ba tang Tu buh 

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari: 

( ! )  Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran; 

(2) Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran; 

(3) Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran; 

(4) Peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain 

yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan 

(5) Jsi edaran mengenai ha! tertentu yang dianggap mendesak; 

(6) Penutup. 

c) Kaki 

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang 

terdiri dari: 

( I )  tempat dan tanggal penetapan; 

(2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis 

dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; 

(3) tanda tangan pejabat penanda tangan; 

(4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis 

dengan huruf kapital; dan 

(5) cap dinas. 

4) Distribusi 

Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara 

cepat dan tepat waktu, lengkap serta am.an. Pendistribusian 

surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. 
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Contoh Format Surat Edaran 

A Lambang Negara 
fl dan Nama Jabetan / 

Kop Dinass yang 
telah dicetak 

BUPATI CIANJUR 
PROVIINSI JAWA BARAT 

Yth. 1 . 

2 ··········································· 
3. ··············································· 

SURAT EDARAN 
NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

. 

Deftar Pejabat yang 
menerima Surat 
Edaran 

' .  

Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun tak win 

] _,  
, J adul  surat edaran 

yang ditulis dengan 
huruf kapital 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

6. 

Latar Belakang.. . . 
Maksud dan Tujuan . 
Ruang Ungkup . 

Dasar . 

lsi Edaran . 
Penutup . 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

BUPATI CIANJUR, 

Memuat alasan serta 

isi edaran mengenar 

/ 
hal }'ling dumggap 
mendesak 

Tanda Tangan dan 
Cap Jabatan 

NAMA LENGKAP 
Tembusan 
1. ····································· 
2 ·································~· 

3. Dan seterusnya 

/ 
Nara jabatan dan 
nama lengkap ditulis 
dengan huruf kapital 

JI. Siti Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Fax. (0263) 260981 
Cianjur 43211 -- Jawa Barat r 

Mem118t infortna$i 
mengenai kontak 
lembaga 

� 
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2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan} 

Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan. 

a. Pengertian 

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang 

bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan 

pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 

I} Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/ 

keanggotaan/ material/ peristiwa; 

2) Menetapkan/ mengubah/ membubarkan suatu kepanitiaan/ tim; 

dan 

3) Menetapkan pelimpahan wewenang. 

b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan 

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 

keputusan adalah pimpinan tertinggi lembaga atau pejabat lain yang 

menerima pendelegasian wewenang. 

c. Susunan 

1} Kepala 

Bagian kepala keputusan terdiri dari: 

(a} kop keputusan yang ditandatangani send.iri atau atas nama 

pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, 

yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(b) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain 

pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan 

sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang disertai 

nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

(c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, 

d.itulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

(e) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(f) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

dan 
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(g) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan 

tanda baca koma. 

2) Konsiderans 

Bagian konsiderans keputusan terdiri dari: 

(a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/ 

tujuan / kepentingan / pertimbangan tentang perlu 

ditetapkannya keputusan; dan 

(b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan 

perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. 

3) Diktum 

Bagian diktum keputusan tercliri dari hal-hal sebagai berikut: 

(a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan 

huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan 

huruf awal kapital; 

(b) lsi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata 

menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan 

(c) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan 

salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang 

undangan. 

4) Batang Tubuh 

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan 

sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi 

keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali 

dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan 

seterusnya. 

5) Kaki 

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, 

yang terdiri dari: 

(a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; 

(b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf 

kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; 
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(c) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan 

(d) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang 

ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 

d. Pengabsahan 

1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu 

keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan 

dan didistribusikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang 

ditunjuk sesuai dengan isi keputusan. 

2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri atas 

kata salinan sesuai dengan aslinya, diikuti dengan nama lembaga, 

nama jabatan, ruang tanda tangan, dan nama pejabat penanda 

tangan. 

3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tandatangan dan 

cap dinas lembaga. 

e. Distribusi 

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang 

berkepentingan. 

f. Hal yang Perlu Diperhatikan 

Naskah asli dan salinan keputusan yang ditandatangani harus 

disimpan sebagai arsip. 
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Contoh Format Keputusan Bupati 

I 
Lambang Negara 
dan nara jabatan 
yang telah dicetak 

b. bahwa . 

·• bahwa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••n••••••••••••n••••••••••••m•H•••••• .. •••H 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG . 

Penororan yang 

/ 
berurutan da lam 
satu tahun tak win 

r 
Judul Keputusan 
yang ditulis dengan 
huruf kapital 

r 
Meruat ala.an 
tentang perlu 
ditetapkannya 
Keputusan 

Mernuat Peraturn 

}' yang menjadi dasar 
ditctapkannya 
Keputusan 

I ·  

Meruat substansf 
� tentang kcbakn 

yang ditetarpk.an 

I ·  

BUPATI CIANJUR, 

BUPATI CIANJUR 
PROVINSI JAWA BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR 

NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

1. 
2. 

Mengingat 

KESATU 

KEDUA 

KE TIGA 

Menetapkan 

Menimbang 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Kotas sesua derngan 
alarat lembaga dan 
tanggal 

penanda tanganan 

BUPATI CIANJUR, 

Tande Tangan dan Cap Jabatan 

] \ Nama  jabetan dan 
nama lengkap ditulis 
dengan buruf kapita 

NAMA LENGKAP 

JM. Siti Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Fax (0263) 260981 
Cianjur 43211 - Jawa Barat 
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Contoh Format Keputusan yang Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah 

Kop Das yang 
telah dietak 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR 
NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan: . . . . . . . o o o o . . . .  Nomor: . . .. . · . . . ., Telepon . . . . . . . . > · ·   

Faksimile: . . . . . . . . . . . .  Website: . . . . . . » . . . . . . .  E-mail: . . .. .••.. . . .  

Nama tempat - Kode pos 

vi 
------- 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH 

NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

Y 
Penomoran yang 
berurutan dalam 
satu tahun tak win 

]--- Judul Keputusan 
yang ditulis dengan 
huruf kapital 

]/ Meuat alasan 

tentang perlu 
ditetapkannya 
Keputusan 

l 
Mernuat Peraturan 
yang menjadi dasar 
ditetapkannya 
Keputusan 

a. bahwa . 

b. bahwa . 

SEKRETARIS DAERAH, 

c. dan seterusnya 

Mengingat 1. 
2. 

3.dan seterusnya 

Menimbang 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR 
TENT ANG .. 

Mernuat substans 
/ en tang  kebijakan 

yang ditetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

................................................................. dan selreusoya. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH, 

Tanda Tangan dan Cap Jabatan 

NAMA LENGKAP 

Nara jabatan dan 

nara lengkap ditulis 
dengan huruf kapital 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

TTD. 

NAMA 
NIP 
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3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Togas) 

a. Pengertian 

Surat perintah/surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh 

atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat 

lain yang diperintah/ diberi tu gas, yang memuat apa yang harus 

d.ilakukan. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan 

Surat perintah/surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan 

atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, 

dan tanggungjawabnya. 

c. Susunan 

I) Kepala 

Bagian kepala surat perintah/surat tugas terdiri dari: 

a) kop surat perintah/surat tugas berupa lambang negara untuk 

Bupati, atau Kop Dinas untuk Perangkat Daerah; 

b) kata surat perintah/surat tugas, ditulis dengan huruf kapital 

secara sirnetris; dan 

c) nomor, berada di bawah tulisan surat perintah/surat tugas. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat perintah/surat tugas terdiri dari hal 

hal sebagai berikut: 

a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar: 

pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah/ 

surat tu gas; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan 

ditetapkannya surat perintah/surat tugas tersebut; 

b) Diktum dimulai dengan kata memberi perintah/memberi 

tugas, secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai 

nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas; 

c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang 

tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 

3) Kaki 
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Bagian kaki surat perintah/surat tugas ditempatkan di sebelah 

kanan bawah yang terdiri dari: 

a) tern pat dan tanggal surat perintah/ surat tugas; 

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis 

dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri 

dengan tanda baca koma; 

c) tanda tangan pejabat yang menugasi; 

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah/ 

surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada 

setiap awal kata; dan 

e) Stempel jabatan / stempel dinas 

d. Distribusi dan Tembusan 

I) Surat perintah/surat tugas disampaikan kepada yang mendapat 

tugas. 

2) Tembusan surat perintah/surat tugas tugas disampaikan kepada 

unit kerja/lembaga yang terkait. 

e. Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. 

2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang 

ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom 

nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan. 

Format surat perintah/surat tugas dapat dilihat pada contoh 

dibawah ini. 
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Contoh Format Surat Perintah/Surat Togas yang Ditandatangani Bupati 

Menimbang 

Dasar 

Kepada 

Untuk 

a 

b 

c 

1. 

2 

3 

1. 

2 

3 

BUPATI CIANJUR 

SURAT PERINTAH I SURAT TUGAS 
NOMOR. . 

bahwa . 
bahwa . 
dan sterusnya. 

dan seterusnya 

Memberi Perintah 

dan seterusnya 

Nama Tempat, Tanggal 

BUPATI CIANJUR, 

TTO 

NAMA LENGKAP 

Lambang Negara 
berwarna yang telah 
dicetak dan nama 
jabatan 

enomoran yang 
/] berrutan dalam 

]' �"-"_""_�_- __ i•-� 

Memuat 
]l peraturan/dasar 

ditetapkannya Surat 
Peeintah 

I 
Mcmuat daftar 
pejabat yang 

 
Memuat substansi 
arahan yang 
diperinta.hka 

Tempat dan targgal 
penandatanganan 
serta Nama jabetan 
dan nama lengkap 
ditulis dengan huruf 

kapital 

. 1. Nama 

Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

2 Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 
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Contoh Format Surat Perintah/Surat Togas yang berlaku di Perangkat Daerah 

Menimbang 

Dasar 

Kepada 

a 

b 

c 

1. 
2 

3 

1. 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR 
NAMA PERANGKAT DAERAH 

Jalan: . . . . » . · . . » » . . . . .  Nomor: . . . . ..... , ,  Telepon . . . . . . .   

Faksimile Website: E-mail . 
Nama tempat -- Kode pos 

SURAT PERINTAH / SURAT TUGAS 
NOMOR. . 

bahwa . 
bahwa . 
dan sterusnya 

dan seterusnya 

Memberi Perintah 

Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

Kop Dinas yang 
telah dicetak dan 

nama jabatan 

Penomoran yang 
berurutan dalam ]I �M_'"_""'_�_ ... _-_._J 

Meruat 

l peraturan/dasar 
ditetapkannya Surat 
Perintah 

I 
Memuat daf\ar 
pejabat yang 
menerima perintah 

� 

Untuk 1. 

2 

3 dan seterusnya 

Nama Tempat, Tanggal 

Nama Jabatan, 

TTD 

Nama Lengkap 

• 
Mermuat substans 

ara han yang 

diperintahkan 

Tempat dan tanggal 
penandatanganan 
serta Nama jabatan 
dan nama lengkap 
ditulis dengan huruf 

kapital 

2. Nama 

Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

Tembusan 
1. . . 
2. . . 
3. Dan seterusnya 
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Contoh Format Surat Perjalanan Dinas 

¢ 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

NAMA PERANGKAT DAERAH 
Jalan; ......»»so.., Nomor ........., Telepon; ........% 

Faksimile' ...0++.,,, Website: ......»+.6., E-mail; . . . o + + » + .  

Nama ternpat - Kode pos 

Lembar 

Ke 

Kode No : 

Nomor 

SURAT PERAL_ANAN_DINAS(PD 

1 Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran 

. . . . . . . . . .  (1) 

2 Nama/ NIP/Pegawai yang 
melaksanakan Perjalanan Dinas 

. . . . . . . . .  (2) 

3 a. Pangkat dan Golongan a . . . . .  . . .  (3) 
b. Jabatan b . . . . .  . . . . . ( 4 )  
c. Tinakat Biava Perialanan Dinas C . . . . .  . . . . .  (5) 

4 
Maksud Perjalanan Dinas 

......  (6) 

5 
Alat angkutan yang dipergunakan 

•• . .  (7) 

6 a. Tampat Berangkat a.......  (8) 
b. Temoat Tuiuan b. ... . (9)  

7 a Lamanya Perjalanan Oinas a.. . . .. . . . . (10) 
b. Tanggal berangkat b.. .. ...(11)  
c Tanggal harus kembalil tiba di c..... . ( 12)  

tempat baru 

8 Pengikut: Nama NIP /Tanggal Lahir keterangan 

1. . . ..... . .(13) 
2 . . . . . . . . . . .  

9  Pembebanan Anggaran 
a. Instansi a... . .. . ( 14)  

b. Akun b......(15) 

10 Keterannan lain-lain • • •  (16) 
) coret yang tidak perlu 

Dikeluarkan di .••.•.. (17) 
Tanggal •.. . . . . . .  (18) 

Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran 

( .................. (19) ... . . . . ....... . . . ) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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I. Berangkat dari : .......... (20) 
(Tempat Kedudukan) 
Ke : .......... (21) 
Pada Tanaaal : .......... (22) 

IL. Tiba di : .. ........  (23) Berangkat dari : .......... (26) 
Pada Tanggal . . . . .. . . . . .  (24) Ke ..... (27) 
Kepala : .......... (25) Pada Tanggal ... (28) 

Kepala : .......... (25) 

III. Tiba di Berangkat dari 
Pada Tanggal Ke 

Kepala Pada Tanggal 
Kepala 

IV. Tiba di Berangkat dari 
Pada Tanggal Ke 

Pada Tanggal 
Kepala 

V. Tiba kembali di 

Pada Tanggal 

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata 
untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 

( . . ... . . . . . . ... . ...  (19) .. . .. . . .. . .. .. . ..  )  
NIP . .. .. .. . .. .. .. . .. .. ..  

.PERHATIAN 

PAIKPA yang telah menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat 
yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serte bendahara pengeluaran bertanggung jawab 
berdasarkan pereturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat 
kesalahan, kelalaian dan kealpaannya 

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) : 

(1) Diisi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

(2) Diisi nama/NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas (pelaksana SPD). 

(3) Diisi pangkat dan golongan pelaksana SPD. 

(4) Diisi jabatan/instansi pelaksana SPD. 

(5) Diisi tingkat biaya perjalanan dinas pelaksana SPD. 

(6) Diisi maksud dari dilaksanakannya perjalanan dinas. 
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(7) Diisi jenis alat angkutan/transpor yang digunakan. 

(8) Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan pelaksana SPD. 

(9) Diisi kota tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas. 

(10) Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari atau jam. 

(11) Diisi tanggal keberangkatan pelaksanaan perjalanan dinas. 

(12) Diisi tanggal harus kembali ke tempat kedudukan semula atau tiba di tempat tujuan baru untuk 

perjalanan dinas pindah. 

(13) Diisi identitas Pengikut. 

(14) Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas. 

(15) Diisi kegiatan, output dan akun dalam DPA yang dibebani. 

(16) Diisi keterangan lain-lain. 

(17) Diisi tempat penandatangan SPD. 

(18) Diisi tanggal penandatangan SPD. 

(19) Diisi nama dan NIP pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menandatangani SPD. 

(20) Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan pelaksana SPD. 

(21) Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas pelaksana SPD. 

(22) Diisi tanggal keberangkatan perjalanan dinas. 

(23) Diisi tempat tujuan perjalanan dinas. 

(24) Diisi tanggal tiba di tempat tujuan perjalanan dinas. 

(25) Diisi nama jabatan, tanda tangan, nama dan NIP penandatangan SPD di tempat tujuan. 

(26) Diisi nama tempat kedudukan untuk melanjutkan perjalanan dinas. 

(27) Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas lanjutan. 

(28) Diisi tanggal keberangkatan perjalanan dinas lanjutan. 

B. Naskah Dinas Korespondensi 

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern 

a. Nata Dinas 

1) Pengertian 

Nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan lembaga. 
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2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Nota dinas dibuat oleh pejabat suatu lembaga sesuai dengan 

tu gas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3) Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala nota dinas terdiri dari: 

(1) kop nota dinas terdiri dari nama lembaga dan unit kerja 

yang ditulis secara simetris di tengah atas; 

(2) kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(3) kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(4) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti 

dengan tanda baca titik; 

(5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

(6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 

(7) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, 

isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. 

c) Kaki 

Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, 

dan tembusan (jika perlu). 

4) Hal yang Perlu Diperhatikan 

a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas. 

b) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern lembaga. 

c) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan 

nomor nota dinas, kode jabatan penanda tangan, kode 

klasifikasi arsip, bulan, dan ta.hun. 



Yth. 

Dari 

Hal 

Tanggal 
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Contoh Format Nota Dinas yang clitandatangani Bupati 

BUPATI CIANJUR 

NOTA DINAS 

NOMOR ..... / .... ./BULAN/TAHUN 

I 

l 

Lambang Negara 
berwarna yang telah 
dicetak dan nama 
jabatan 

Penomoran yang 
berurutan da lam 

satu tahun takwin 

Me muat laporan, 
pemberitahuan, 
arahan, peringatan, 
saran, pernyataan, 
atau permintaan 
berupa catatan 

ringkas terhadap 
suatu masa lah 

BUPATI CIAJUR, 

NAMA 

JI. Siti Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Faks. (0263) 260981 
Cianjur 43211 -Jawa Barat 

Nama jabatan dan 
] aura  lengkap ditulis 

dengan huruf capital 
tidak dibubuhi cap 
jabatan 

r 
Memuat informasi 
mengenai kontak 
lembaga 

LE 
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b. Disposisi 

Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut 

/tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar 

disposisi, tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar 

disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk. 

Contoh Format Disposisi 

NAMA LEMBAOA 
• • . • • • . • . . . . . . . . . .  (Unit KetJa) .......•........  

JALAN... • ....TELEPON.. . » . .  .oo. FAKSIMILE ....so. 

LEMBAR DISPOSISI 

Nomor Agenda/Registrasi 

Tanggal Penerimaan 

Tanggal den Nomor Surat 
Dan 

Ringkasan ls 

Lampiran 

et Keamanan : SR/R/B 

Tgl Penyelesaian 

Diposis Ditruskan k«pad 

1 

2 

3 
4 

5 

• 
7 

• 
9 

c. Surat Undangan Intern 

1) Pengertian 

Surat undangan intern adalah surat dinas yang memuat 

undangan kepada pejabat/pegawai di dalam lembaga tersebut 
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untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, 

upacara, dan pertemuan. 

2) Kewenangan 

Surat undangan intern ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan 

tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3) Susunan 

a. Kepala 

Bagian kepala surat undangan intern terdiri dari: 

(I) kop surat undangan intern yang ditandatangani sencliri atau 

atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan 

lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf 

kapital secara simetris; 

(2) kop surat undangan intern yang ditandatangani oleh pejabat 

selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun 

daerah dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo, 

yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 

simetris; 

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri 

di bawah kop surat undangan intern; 

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di 

sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan 

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan 

nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan 

intern (ika diperlukan). 

b. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat undangan intern tercliri dari: 

(I) alinea pembuka; 

(2) isi surat undangan intern, yang meliputi hari, tanggal, 

waktu, tempat, dan acara; dan 

(3) alinea Penutup. 
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C. Kaki 

Bagian kaki surat undangan intern terdiri dari nama jabatan 

yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan 

nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

4) Hal yang Perlu Diperhatikan 

Format surat undangan intern sama dengan format surat dinas, 

bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat 

undangan intern dapat ditulis pada lampiran. 

Contoh Format Surat Undangan Yang Ditandatangani Bupati 

Nomor 
Sifat 
Lam piran 
Hal 

Di 

BUPATI CIANJUR 

: ... / ... / ... / ... / ... 

: Undangan 

Pada hari / tanggal 
Waktu 

Tempat 
Acara 

(Tempat),(Tgl.,BIn.,Thn) 

pukul. . 

]' 
Lambang 
Negan 
berwarna yang 
telah dicetak 
dan nara 
jabatan 

Penomoran 

} 
yang 
berurutan 

dalam satu 
tahun takwin 
serta tempat 
dan tanggal 
pembuatan 

Alamat tujuan 

p yang dapat 
ditulis di 
began kiri, 

dan 
jumlahnya 
cukup 
banyak, dapeat 
dibuat pada 
daftar 
lampiran 

............................................... (Alinea Pembuka dan Alinea Isi) 

Yth ...•..•...................... 

..................................... (Alinca Penutup) . 

Nama Jabatan, 
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga) 

Nara Lengkap 

Nara jabutan 
dan nara 
lenglp 
ditulis dengan 
huruf capital 

Tembusan : 
l. . . 

2. Dst. 

�----�]'/ J. Sitt Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Faks. (0263) 260981 
Cianiur 43211 Jawa Barat 

Meruat 

unformas 
mengenai 
kontak 

lembaga 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

46 

Lampiran Surat .....oo...%.. 

Nomor , .•... / / / . 
Tanggal , . 

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG 

Nama Jabatan, 

(Tanda Tangan dan Cap 

Lembagal 

Nama Lengkap 
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2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstem 

a. Surat Dinas 

Jenis naskah dinas korespondensi ekstem hanya ada satu macarn, 

yaitu surat dinas. Bentuk surat dinas disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing lembaga, seperti official style, full block style, semi 

block style, dan modified style. 

1) Pengertian 

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutnya disebut 

surat dinas adalah naskab dinas pelaksanaan tugas seorang 

pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak 

lain di luar lembaga yang bersangkutan. 

2) Wewenang Penandatanganan 

Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, 

fungsi, wewenang, dan tanggungjawabnya. 

3) Susunan 

a) Kepala 

I) kop surat dinas yang ditandatangani sendiri atau atas nama 

pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara, 

yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara 

simetris; 

2) kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain 

pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan 

sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang disertai 

nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris; 

3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf 

awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas; 

4) tempatdan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah 

kanan atas sejajar / sebaris dengan nomor; 

5) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama 

jabatan yang dikirimi surat; dan 

6) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. 
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b) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, 

isi, dan penutup. 

c) Kaki 

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, 

yang terdiri dari: 

1) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, 

diakhiri tanda baca koma; 

2) tanda tangan pejabat; 

3) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan 

huruf awal kapital; 

4) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan 

ketentuan; dan 

5) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima 

(ika ada). 

4) Distribusi 

Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat 

dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas 

diikuti dengan tindakan pengendalian. 

5) Hal yang Perlu Diperhatikan 

a) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat 

dinas. 

b) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran 

dicantumkan jumlahnya. 

c) Hal berisi pokok surat dinas sesingkat mungkin yang ditulis 

dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa 

diakhiri tanda baca. 



Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Yth. 
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Contoh Format Surat Dinas yang Ditandatangani Bupati 

BUPATI CIANJUR 

Tempat, tanggal, bulan dan tahun 

I 

] 

r 

Lambang Negara 
berwara yang telah 
dicetak dan name 
jabatan 

Meruat daftar 

penenma surat 

Memuat alasan serte 

isi edaran mengena 
hal yang diar@gap 
mendesak 

BUPATI CIANJUR, 

NAMA 

JI. Sit Jenab No. 31 Telp. (0263) 261892 Faks. (0263) 260981 
Cianjur 43211 --Jawa Barat 

\ Nara jabatan dan 

nama lengkap ditulis 
dengun huruf kapita 

Memuat informasi 
mengenai kontak 

[/ lemt g  
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Contoh Format Surat Dinas Untuk Perangkat Daerah 

Kop surat 
berupa logo, 
nama lembaga 
dan alamat 
lengkap 
Yang telah 
dicetak 

Nemer :...1.. .1.. .1. . .A.. 
Sf 

Lapan. 

Hl 

Yth. . 

...Tempat...fl. Bl. Thn) J sr, 

tanggal 
pembuatan 
Surat 

) Aamat 
<tujuan rang 

ditulis di 

bagian kin 

....................................... ( Ahrwa Ptmbuki.j...... . . . 

••••••••••••••• •• M • • • • . . . . .. .. . . . . . . . . ..  Abnt.a lsij . 

.................. Abnt.a P1nuNpl, . 

'Nara Jabat 

Ti angn dan Cap LmbgN 

Sama Lengkap 
Tembusan 

I. 

2 

3. . . 

L 
�-,.,,...,, 
dan ram 
pap rang 

dituls dengan 
huruf al 
kapial 
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b. Surat Undangan Ekstem 

I) Pengertian 

Surat undangan ekstem adalah surat dinas yang memuat 

undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat 

tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti 

rapat, upacara, dan pertemuan. 

2) Kewenangan 

Surat undangan ekstern ditandatangani oleh pejabat sesuai 

dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

3) Susunan 

a. Kepala 

Bagian kepala surat undangan ekstern terdiri dari: 

(I) kop surat undangan ekstem yang ditandatangani sendiri 

atau atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan 

lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf 

kapital secara simetris; 

(2) kop surat undangan ekstern yang ditandatangani oleh 

pejabat selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat 

maupun daerah dan sekretariat lembaga negara 

menggunakan logo, yang disertai nama lembaga dengan 

huruf kapital secara simetris; 

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri 

di bawah kop surat undangan ekstern; 

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di 

sebelah kanan atas sejajar / sebaris dengan nomor; 

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan 

nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan 

ekstern (jika diperlukan). 

b. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat undangan ekstern terdiri dari: 

( I) alinea pembuka; 
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(2) isi surat undangan ekstern, yang meliputi hari, tanggal, 

waktu, tempat, dan acara; dan 

(3) alinea penutup. 

c. Kaki 

Bagian kaki surat undangan ekstern terdiri dari nama jabatan 

yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan 

nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 

4) Hal yang Perlu Diperhatikan 

1) Format surat undangan ekstern sarna dengan format surat 

dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada 

surat undangan ekstern dapat ditulis pada lampiran. 

2) Surat undangan ekstern untuk keperluan tertentu dapat 

berbentuk kartu. 
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Contoh Format Surat Undangan Ekstem 

lgo 

NAM LEMEAGA 

JAIAN . 

TELEPON , FAKSIMJIL . 

Nams dan 
alamat 

¢ lembaga yang 
telah dicetak 

Nome: ....1....A....A....J...... 

s:fat . 

Lampi.ran: 
Hal Undagan 

Yth . 

pada hari/tanggal . . ·······•······· . 
waktu . pllkul . 
etpat 
acara 

Tempe den 
Tempest. (Tgl.. Bin, Tha. // y  anggal 

pembuatan 

surat 

]lazat tujua 
Fang dapat 
ditulis di bagian 
hr. dan 

' jumlahnra 
cucup banyak 
dapat dbuat 
pada da;tar 

lamp:ran 

... , , 

................................... !Alinea Ptmbub dan Alll!ea I�) . 

Tembusan 
l. . 

2 ··••···· 

3. •······· . 

Nara Jabatan, 

(Tnda Tangan den Cap Lembaga) 

Nara Lieng±p 

Nama Jabatan 

an nama 
lengkap yang 
ditulis dengan 
hurt awal 



• 
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Contoh Format Lampiran Surat Undangan Ekstem 

Lampiran Surat ....so 

Nomor : / / / . 
Tangga.1 : . 

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG 

I. ················· ·••··· . 

2. 

3. . •··· . 

4. 

5. 

6. 

7. 

········· ······••············· ············· ·· · · · ············ ··  ····· . 

8. 

9. 

10 ·····•• . 

Nama Jabatan, 

(Tanda Tangan dan Cap 
Lembaga] 

Nama Lengkap 
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Contoh Format Kartu Undangan 

�--------------- 21,Scm -----------------, 

BUPATI CIANJUR 

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Jbu/Saudara 

Pada acara 16,5em 

Hari / (tanggal) pukul WIB 

Bertempat di .. 

• Harap hadir 30 menit sebelum acara 

dimulai dan undangan dibawa 

• Konfinnasi : 

Pakaian 

Laki - Laki 
Perempuan 
TNl / Polri 

. 

. . 
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C. Naskah Dinas Khusus 

1. Surat Perjanjian 

a. Pengertian 

Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan 

bersama tentang sesuatu ha! yang mengikat antara kedua belah 

pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan 

hukum yang telah disepakati bersama. 

b. Jenis Perjanjian 

Jenis perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negeri dan luar negeri. 

I) Perjanjian Dalam Negeri 

Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat 

maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau 

perjanjian kerja sama. 

a) Wewenang dan penandatanganan 

Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik 

di tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditandatangani 

oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung 

jawabnya. 

b) Susunan 

(I) Kepala 

Bagian kepala terdiri dari: 

(a) lambang negara (untuk Bupati) diletakkan secara 

simetris, atau kop dinas (untuk Perangkat Daerah) yang 

diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan 

dengan penyebutan nama lembaga; 

(b) judul perjanjian; dan 

(c) nomor. 

(2) Ba tang Tu buh 

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi 

perjanjian, antara lain tujuan kerjasama, ruang lingkup 

kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian 
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perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi 

kesepakatan para pihak. 

(3) Kaki 

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama 

penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian 

dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri 

Yang ditandatangani oleh Bupati 

lrtpt a.a la.kn er 4. al bur 
ndar el kt4et.g tat 

hr in, tr . , t ul  ..., tan treat di 

r g b e rtr d tn b eh  ii 

Perorors 
yang 

brurutr 

Judu.l 

perariar 
Inda 

rsk 

dr pars 

puke oltje 

per«rfir } 
dalam satu 

?<z 

}  U=u 
dertitas 

pihsk an 

mergadkn 

darn 
rardatan 
nl 

pertaridr 

,4ln debut4et. Pl "  
elans d e b  he LI 

TENTAN 

DAN 

w 

CAMO 

NAMO 

2 . 

id 

UJUAN KEE'A AALA 

Fl a2 

UJANG LIVOKUJP KER'A SANA 

t 

PLAKANAAN KEOATA# 

Memuat 
mater 

perarjiar 

ans dituls 
dala 

bertuk 

peal-pMal 

EMAYAAN 
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Passi 5 

PENYELESAIAN PEFSELISIHAN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·• ·•·· ' --- •···· . 

Psal 6 

(l] pab~la terjadi hal-hal yang di luar kekuassan kedua belah pihask atau 

force maeune, dapst dipertimbangkan kemungkian perubahan 
tempat dan waktu pelaksansan tugas pekerjssn dengan persetujuan 
kedus belah pihak 

62] Yang termasuk fore maeure sdslah 
s bencans slam. 
b.tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; 
c.kesdsan keamansn yang tidak mengmnkan 

[3] Segala perubahan dan/atau pembatslan terhadap pagam kerjs sama 
ini akan diatur bersama kemudian cleh Pihak Pertams dan Pak 

Kedua 

Pasal 7 

PENUTUP 

Nara Institusi 

Nana Jabatan, 

Tania Tang.an 

Nana 

Nams Jabatan. 

Tanda Tangan 
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Contoh Format Surat Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri 

Untuk Perangkat Daerah 

bersepaat urtuk melakukn kerts Sams dalam bidang.... 
an.g datur dalam ketentuan sebagai bentkut: 

Pads han ini, ........., tan.gal . . ,  bulan . tah un  .., bertempat di , 
pang bertanda targan di baah iri 

...... selsutrsys disebut sebag Phak I 
• elsutrs disebut sebaga Phsk II 

Judul 

peranan 

inama 
naska.h 

� 
dias, pars 
pihak, objek 

peraran] 

< 
Penomoran 
yang 
berurutar 

dalam satu 

tabun 

takwin 

Ny Merust 

identitas 
pihak yang 
mengadakan 
dame 

nandatanga 
ra 

peraran 

3 
/ 

Pasal I 

TUJUAN KERJA SAMA 

OAMR o o o .  

NOMOR. 

PEEJANJLAN KEEJA SAM 
ANTARA 

DAN 

1. . 

2 . 

@ ak 

1 

Pua 2 

PUA'NG LENGKUP KEEJA SAM 

Paa! 3  

PELAKSANAAN KEOUATAN 

Meruat 

maten1 

perjanan. 
Yang dituls 
dala 
bentuk 

pass}-passl 

PEMEUAYAAN 



60 

Fusal 5 

PENELESALAN PERSELISIHAN 

PA±al 6 

fl] Apabla terjadi hal-hal yang di luar kekusssan kedus belah pihak atau 

force maune, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan 
tempat dan wsktu pelsksansan tugas pekersan dengan persetujuan 

kedus belah pihak. 

f2] Yang termasuk fore maeune aislah 

bencans slanr. 

b.tindskan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; 
c.kesisan keamanan sang tdsk mengznkan 

(3\ Segala perubahan dan/atsu pembatalan terhadap pagan kerjs sama 
ini akan diatur berssma kemudan oleh Pihak Pertama da Pihak 

Kdu 

Psal 7 

PENUTUF 

Nama Institusi 

Nara Jabatan, 

Tania Tangan 

Nara 

Nara Institusi 

Nara Jabatan, 

Tanda Tangan 
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2) Perjanjian lntemasional 

Perjanjian intemasional adalah perjanjian dalam bentuk dan 

nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang 

dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di 

bidang hukum publik. 

Perjanjian intemasional dapat dilakukan dengan satu negara atau 

lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional 

lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban 

untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. 

Perjanjian internasional dilakukan sebagai upaya untuk 

mengembangkan hubungan dan kerja sama antamegara. 

Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas 

prakarsa dari 1embaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, 

serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 

a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

( I) Pembuatan perjanjian intemasional dibuat melalui tahap 

penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan 

naskah, dan penandatanganan; 

(2) Perjanjian intemasional dibuat dan ditandatangani oleh 

pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung 

jawabnya;dan 

(3) Lembaga negara dan lembaga pemerintah baik tingkat pusat 

maupun daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat 

perjanjian intemasional terlebih dahulu melakukan 

konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut 

dengan Menteri Luar Negeri. 

b) Susunan 

(I) Kepala 

Bagian kepala terdiri dari: 

(a) Lam bang negara masing-masing pihak yang diletakkan di 

tengah atas; 



(b) nama pihak 

62 

yang mengadakan perjanjian 

intemasional/ Memorandum Of Understanding (MoU); dan 

(c) judul perjanjian intemasional. 

(2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh terdiri dari: 

(a) penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh 

perjanjian internasional/ MoU; 

(b) keinginan para pihak; 

(c) pengakuan para pihak terhadap perjanjian intemasional 

tersebut; 

(d) rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak; 

(e) acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan 

(f) kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang 

tertuang dalam pasal-pasal. 

(3) Kaki 

Bagian kaki terdiri dari: 

(a) nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil 

pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama 

pejabat penanda tangan, yang letaknya disesuaikan 

dengan penyebutan dalam judul perjanjian intemasional; 

(b) tempat dan tanggal penandatangan perjanjian 

intemasional; 

(c) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian 

internasional; dan 

(d) segel asli. 
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Contoh Format Kesepakatan Awal/Letter Of Intent 

LETTER OF INTENT 

BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . . . . . .  

OF THE REPUBLIC OF INDONESLA 

AND THE .......... . ..........•••.•....... . . . ..••. 
CONCERNING PROVINCE CITY 

The Government of the Province City of ... . . . ..>oooooo o ooo... . . . .the Republic of 
Indonesia and the .......-...so..so....hereinafter referred to as the Parties"; 

Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation 
between the people of the two cities/provincies; 

Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits; 

Do hereby declare our intention to establish Sister City/Province Cooperation as a 
basis for cooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in 
the following fields: 
a Exchange of experts on order to improve the management of the 

cities/provinces; 
b. Trade and promotion; 
c. Administration and information, 
d. Culture and arts; 
e. Youth and sport 

The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate 
measures in due course 

DONE in duplicate at .......o....on this .......oo...day of......so. ......,in the 
year ....»..88...............,in Indonesian, ..... .........and English languages, 
all text being equally authentic. 

For the Government of the Province/City of 
··ooo.....of the Republic of Indonesia 

For . 
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Contoh Format Memorandum Of Understanding 

Labargregars 
masing-masirg 

Ph.A¥ 

MEMORANDUM OF UNDER TANNG 

EE"TEEN 

REFUELC OF INDONE!LA 
AND 

TE 

CONCERNING 
:TEE PROVINCE CITY COOPERATION 

Th . + +  ,Republe ef Irons sd th 
referred t at  the Prutt 

herrafter 

Dunreprao favourable relent sf partershpsn cooperator bean the 
people ef the twgrates sn; 

eferrtethelter eflrenterer 
. c on c errr g  butter Prest 

.r 

thefeubbe zfLdet 
City; Ceeperson. tgred in 

Prutt the prevshrglsnrgulns ir the repeats untn. 
Mes.reeds fellers 

L 

b 

, . 

d. 

' hr rs #reeduonythePrt 

Arale 

"Athrt Arrangement 



6S 

rking Croup 

• 
b 

¢ 

Article S 

Settlement of Disputes 

Article 

Amer dment 

Artale 7 

Entry Into Force Duration and Terminatior 

•• 
b 

in witness whereof, the underuged being duly suthonred thereof by their 
respective overment have siged this Memorandum of Understanding 

done in duplicated in . . . 6 60 8 8 6 0 0 0 6 0 . . . 0  this .. » 0 8 6 0 60 .0 .o %  day  of 
tr the year of rd ore in Lrdor&sis 

. . . 2 o o o o w o o . . .  and English language. all texts being equally authentic Lr 

case of any divergence of interpretation of tis Memorandum of Understanding the 
English text shall prval 

PEPUBLIC OF INDONESLA 
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Contoh Format Map Untuk Naskah Dinas Perjanjian 

I 

LASEANG 

NEGARA 

LOGO 
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2. Surat Kuasa 

Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat 

kuasa untuk penandatanganan perjanjian intemasional (full powers). 

a. Pengertian 

I) Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian 

wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/ perseorangan 

atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu dalam rangka kedinasan; dan 

2) Surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian intemasional (full 

powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri 

yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa. 

b. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala surat kuasa terdiri dari: 

a) kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama lembaga, yang 

diletakkan secara simetris dan d.itulis dengan huruf kapital; 

b) judulsuratkuasa;dan 

c) nomor surat kuasa. 

2) Ba tang tu buh 

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang 

dikuasakan. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, 

bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para 

pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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name 

nama 

Menu4t 
peratsan 
tentang pembe 
ran wewenang 

kepads pihk 
lain untuk me 
lakau.kan sutu 
tdak 

l t,mntu 

/emuat 
enttas yang 
member.ks 
kn 

logs dsn na 

_] hmbg rag 

telh dicetak 

Penamors 

Yang beruruta 
ialam sat 

< au air 

Contoh Format Surat Kuasa 

SURAT KUASA 

NOMOR ... / ... / .. ./ .. ./. 

NAMA LEMBAGA 

J,U,IN . 
TELEPON.......... FAKSIMILE........... 

Logo 

jabatan 

alamat 

jabatan 

alamat 

memben kuasa kepada 

untuk .....•....................................................................................... 

Yang bertanda tangan di bawah in:, 

Surat kuasa ini dbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya 

Penenma KuAsa, 

Tenda Tangan 

Jakarta, . 

Pembeni KuasA, 

Matera: dan Tanda Tangan 

Kot sesua 

denga alamat 

Lembaga an 

anggal pe 
nadatangan 

an 

Nara Len.gkap 
NIP 

Nama Lengkap 
NIP 
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Contoh Fonnat Surat Kuasa (Full Powers) 

Untuk Penandatanganan MoU 

w 
MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

SURAT KUASA 

NOMOR ... / .. ./ ... / .. ./ ... 

Yang bertanda tangan di bawah ini, .......(nama pejabat)....., 
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, memberi kuasa penuh 
kepada 

Nama Pejabat 
Jabatan (Menteri/Gubernur/Walikota/dsb.) 

untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik 
Indonesia, Nota Kesepahaman antara Pemerintah 
(Provinsi/Kota/dsb.)................. Republik Indonesia dan 
Pemerintah ......asing/negara sahabat........ mengenai kerja 
sama (bidang) . 

Sebagai bukti, surat kuasa ini saya tandatangani dan saya 
bubuhi materai di Jakarta pada tanggal ........ bulan....... tahun 
dua nibu ....... 

Tanda Tangan 

Cap 

Nama Menteri Luar Negeri 

Republik Indonesia 
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Contoh Format Surat Kuasa Untuk Penandatanganan MoU 

(Dalam Bahasa Inggris) 

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS 
REPUBLIC OF INDONESIA 

FULL POWERS 

The undersigned, .......(nama pejabat)....., Minister for Foreign 
Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes 

Name of Official 
Jabatan (Minister/Governor/Mayor) 

to sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, 
the Memorandum of Understanding between the Government 
of.. . . . . . . . . . .  Republic of Indonesia and the Government 
......asing/ Negara sahabat........  concerning ..........4bidang).... 
cooperation. 

IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers 
in Jakarta on this......day of...... in the year two thousand........... 

Signature 

(Tanpa Cap 

Name of 
the Minister for Foreign 
Affairs of the Republic of 
Indonesia 
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3. Berita Acara 

a. Pengertian 

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan 

bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada 

waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para 

saksi. Betita acara dapat disertai lampiran. 

b. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala berita acara terdiri dari: 

a) kop berita acara, terdiri dari lambang negara/logo dan nama 

lembaga diletakkan secara simettis dan ditulis dengan huruf 

kapital; 

b) judul berita acara; dan 

c) nomor berita acara. 

2) Batang tubuh 

Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari: 

a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta narna dan jabatan para 

pihak yang membuat berita acara; 

b) substansi berita acara; 

c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan 

d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat 

dengan sebenar-benarnya. 

3) Kaki 

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan 

penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para 

pihak dan para saksi. 
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Contoh Format Serita Acara 

Logo dan nama 

 
lembaga yang 

NAMA LEMBAGA telah dicetak 
JALAN.... ....................................... z TELEPON...............FAKSIMILE ..........• 

Penomoran yang 
berurutan slam 

BERITA ACAR 

4, 
satu tabun 

NOIOR J ---I ---1 ___ , ___ takw 

Pauls han ii -·-····tanepl .....  bulan . .... tahun ...• kai masig 
mas.g 

I Meuat 

I. 
-- ...nama pejabat. ........ NIP dan jabstay. selaruts dis«but Pihak ienttas pars 

Pertama 
pihak yang 
melakssnsan 

dan kegatan 

2 --------IP°"" '-!-------- -- - - - - - .  ····· -- . ··• selaruts disebut Pak 

Kedus telah melakssnakan 

w 
Meruat 

I. ............ ..................................... ·•···•················ ···••···•······ •········ kegatan yang 

············ . . . . . . . . .  ·············· .............. ................. ..... 
············ dlakssnakan 

2 dan seterusns 

Berta scars ii dbuat dengan sesungguhnys berdassrkan 
. -- ··--·--·-········· 

� 
Ket ssus 

Dbust di 
dengan alaat 

......... 
····-·········· lembaga 

Pak Kedua hake Pert.a 

Tada Targa Tania Targa 

'ams Lengap...... iaa Lengap --- 

Mengetahui/Mengesahka /N Tanda tangan 
Name Jabstan 

pars pihank dan 

Tads tangan 
pars saks 

.ams lengkap... 
-- 
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c. La.mpiran Serita Acara 

Larnpiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara 

lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar aset/arsip yang 

terkait dengan materi muatan suatu berita acara. 

4. Surat Keterangan 

a. Pengertian 

Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi 

mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentingan 

kedinasan. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai 

dengan tu gas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

c. Susunan 

1) Kepala 

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari: 

a) kop surat keterangan, terdiri dari logo dan nama lembaga 

diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 

b) judul surat keterangan; dan 

c) nomor surat keterangan. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang 

menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang 

seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya 

surat keterangan. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, 

tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama 

pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian 

kaki terletak pada bagian kanan bawah. 
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Contoh Format Surat Keterangan Tentang Seseorang 

aJAUN ��--����-�--· . .. 0 TELPON fAKSI.MIIL . 

1, 

Loda rams 
leer.bag pang 

telah dicta 

SURAT KETERANGAN 
NO\MOR .../...4...4...4.. 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Per omorar art 

berrutar dalam 
atu tat ur 

b?t'--""""--- 

nama 

NIP 

jabatan 
......... ..........  ······-··•······················· ... �>J-.., 

ider.titas pang 
member.ar 

teragar 

dengan ins meneranglan bahwa 

nama 

NIP 
pangkat/golongan 
jabatan 
dan seterusnya 

Jakatta, ·······················-·········· 

Pejabat Pembuat Keterangan, 

Tanda Tangan dan Cap Lembaga 

Nama Lengkap 

Merust 
ider.titas pang 

�"'""' keterr.gar 

�- 

Merust irfora 
si mergers 
uatu ha] 4tau 

eeorang urtuk 
keper tr.gar 

kedir.Asar 

KotA us 
den.gar al4mat 
Lrbags dar. 
targal pe 

rardatar.para 
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Contoh Format Surat Keterangan Tentang Hal/Peristiwa 

Logo dan name 
lerbagt pang 

tels dceta GJALAN----���-��1
'.���--------------------- 4 

TELPON..............FAKSIMILE......... 

Peomorar arg 
berurutar. dalam 
tu tshur 

tair 

SURAT KETERANGAN y, 
NOMOR .../...1...1...1...  

Yang bertanda tangan di bawah ini, Merust 
ider.titasarg 

nama : 
······························································ 

member.kr 

NIP : .............................................................. 

� 
keterar.gar 

Jabatan : 
•·•··························································· 

dengan int menerangkan baha pada hart ini Meruat 
......tanggal.....tahun....jam.....telah terjadi hal/peristiwa: identitssang 

dber, 

··············· 
....... . ... 

············ ····························· 
.... ...... 

4 
keterargar 

··············· 
...... .................................................................... 

······• 

...... ........ ........... ......... . ........ . 
--- --- --- 

. .  .  
··········-· ········- 

' 
Merust irfora 

··············--·············· 
..... 

-- -- -- -- -- --- 
..... 

···················· 
............ 

i merger.si 
ustu hal at4u 

···············-·············· 
..... 

--- 
....... 

-- 
.... 

-- eeorang untuk 

Derrlcan ketersngan bust untuk igunakan 
keper.tirgar 

$urat LL; 

kedirssar 
sebagamsna mestnya 

Kots Mus Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .  
der.gar alamat 

Lem.bags dar 

Pejabat Pembuat Keterangan, tan gal pe- 

nsrdatar.parer 
Tanda Tangan dan Cap Lembaga 

Nama Lengkap 
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5. Surat Pengantar 

a. Pengertian 

Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk 

mengantar / menyampaikan barang a tau naskah. 

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang 

mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawabnya. 

c. Susunan 

I) Kepala 

Bagian kepala surat pengantar terdiri dari: 

a) kop surat pengantar; 

b) nomor; 

c) tanggal; 

d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan 

e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris. 

2) Batang Tubuh 

Bagian batang tu buh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri 

dari: 

a) nomor urut; 

b) jenis yang dikirim; 

c) banyaknya naskah/barang; dan 

d) keterangan. 

3) Kaki 

Bagian kaki surat pengantar terdiri dari: 

a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang rneliputi: 

(1) namajabatan pembuat pengantar; 

(2) tanda tangan; 

(3) nama dan NIP; dan 

(4) stempel jabatan/lembaga. 

b) penerirna yang berada di sebelah kiri, yang meliputi: 

( 1) nama jabatan penerima; 
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(2) tanda tangan; 

(3) nama dan NIP; 

(4) cap Iembaga lembaga; 

(5) nomor telepon/faksimile; dan 

(6) tanggal penerimaan. 

d. Hal yang Perlu Diperhatikan 

Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap: lembar pertama untuk 

penerima dan lembar kedua untuk pengirim. 
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Contoh Format Surat Pengantar 

ans dan 
NAMA LEMBAGA alamat lerbaga 

JALAN... . . . .. . . . . . . . . . ,  TELEPON.... ....... .... . ., yang telah 
dcetak 

FAKSIMILE . . ... . . . . . . .  

}< )fempat dan 
tanggal 

....Tgl..Ba.Tha. pembuatan 
surat 

Yth ........................... 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . ..  ¥ lamst tuan 
Yang dapat 

............................  

dituls di 
. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . .  bagan kiri 

SURAT PENGANTAR 
NOMOR .../ ... I ... / ... / ... 

No. Naskah Dinas yang Banyaknya Keterangan 
Dikinmkan 

Diterima tanggal.........».».. 

Penerima Pengirim 
'Nams jabatan 

an name 

Nama jabatan, Nama jabatan, engsap yang 
ruls dalam 

Tanda tangan Tanda Tangan dan Cap Lembaga huruf al 

kapral 

Nama Lengkap Nama Lengkap 
NIP .... . . . . . . . . . . . . . . NIP ... . . . . . . . . . . . . . . . .  

No. Telepon ............... 
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6. Pengumuman 

a) Pengertian 

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan 

tentang suatu ha! yang ditujukan kepada semua pejabat/ 

pegawai/perseorangan/lembaga baik di dalam maupun di luar 

lembaga. 

b) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan 

Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. 

c) Susunan 

I) Kepala 

Bagian kepa1a pengumuman terdiri dari: 

b) kop pengumuman terdiri dari logo dan nama lembaga, yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 

c) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo lembaga, 

yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor 

pengumuman dicanturnkan di bawahnya; 

d) kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis 

dengan huruf kapital secara simetris; dan 

e) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf 

kapital secara simetris di bawah tentang. 

2) Batang Tubuh 

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri dari: 

a) alasan ten tang perlunya dibuat pengumuman; 

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan 

c) pemberitahuan tentang ha! tertentu. 

3) Kaki 

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang 

terdiri dari: 

a) tempat dan tanggal penetapan; 

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan 

huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; 
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c) tanda tangan pejabat yang menetapkan; 

d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan 

huruf awal kapital; dan 

e) cap dinas. 

Contoh Format Pengumuman 

Lop dsr ams 
Lem.bags yang 

telah dicetak 

NAMA LEMBAGA 

JAUN . 

TELEPON..................FAKSIMILE......... 

PENGU}OU}MAN 

NO\MOR ../..4..4...4... 

TENTANG 

Dikeluarkan d . 

Pada tanggal . 

Nama Jabatan, 

Tada Tangan dan Cap Lembaga 

Nama Lengkap 

Peomoran pan.gt 

berurutar dalam 

h 
l&tU t&hur. 

takir 
'---� 

I ) J u ul  
Pepmumar 
ng dituls 
der. gar huruf 

kapital 

Memust slssar 

perturar pang 
mer,jadi dasar 

dar pemberts 

huan tetang haul 
terter.tu arg 

diar. gap 

mer.desk 

J) Kta ea 

depn lmat 

Lem.bag dar. 

ta gal 

pear.datar. par.r: 
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D. Laporan 

1. Pengertian 

Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang 

pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian. 

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan 

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat/staf yang diberi 

tu gas. Laporan ditandatangani oleh pejabat/ staf yang diserahi tugas. 

3. Susunan 

a. Kepala 

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam 

huruf kapital dan diletakkan secara simetris. 

b. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh laporan terdiri dari: 

I) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan 

tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan; 

2) Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, 

faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan 

yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan; 

3) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan; 

dan 

4) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan/ 

permintaan arahan/ucapan terima kasih. 

c. Kaki 

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri 

dari: 

I) tempat dan tanggal pembuatan laporan; 

2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan huruf 

awal kapital; 

3) tanda tangan; dan 

4) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 
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Contoh Format Laporan 

0 
NAMA LEMBAGA 

JALAN , . 

TELEPON........... FAXSIMILE .. ... . . . . .  

LAFORAN 

TENTANG 

Logo an 
nas lembaga 

yang telah 

\ area 

)JuulLaperan 
sys irtls 
dengan huruf 

kaprtal 

A. Pendahulan 
I. Urum 

2. Maksud dan Tujuan 
3. Ruan Linkup 
4. Dasar 

B. Kegatan Yang Dilakcsanakan 

C. Hal yang Dicapai 

D. Sanpulan dan Saran 

E. Penutup 

Dibuat di 
pads tanggal 

Nama Jabatan Pembuat Laporan 

Tanis Tangan Dan Cap Lembag 

Meat 
Lapora 

tentang 

pelaksansan 
tugas 

kedinasan 

Kotas sesusi 
dengan alamat 
lerbags 

tangsal 

- pensnatans# 
nan. nam 

abatan. tan4 

tangan. da 

rams lengkap. 
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E. Telaahan Staf 

I. Pengertian 

Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau 

staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan 

dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan. 

2. Susunan 

a) Kepala 

Bagian kepala telaahan staf terdiri dari: 

I) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas; 

2) uraian singkat tentang permasalahan. 

b) Ba tang Tu buh 

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari: 

1) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang 

persoalan yang akan dipecahkan; 

2) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan 

data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang 

dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang 

akan datang; 

3) Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan 

landasan analisis dan pemecahan persoalan; 

4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan 

akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, 

pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat 

dilakukan; 

5) Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan 

pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan 

6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas 

saran atau usu! tindakan untuk mengatasi persoalan yang 

dihadapi. 
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c) Kaki 

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang 

terdiri dari: 

I) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf 

awal kapital; 

2) tanda tangan; 

3) nama lengkap; dan 

4) daftar lampiran (jika diperlukan). 
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Contoh Format Telaahan Staf 

TELAAHAN STAF 
TENTANG 

I Persoalar 

Bagan persoalan memust perystsan singaat darn jelas tertang persoalsan pang 

aka dipecahksn 

LI Praangapan. 

Prasrggapan memuat dugar pang berahssan berdssarksr dats dar saling 
berhubungan sesusi dergan situasi ang dihsdapi dan merupakar 
keungnsan kesdisn dimsss merdatart 

III. Fats yang Memper. garuhi 

Bagan fakts ant memper.garuhi memuat fats ans merupakan landasar 
aalisis dan pemecahsn persosalan 

I'. Aralisis 

Eagan ini memuat aralisis per.garuh prasrgsapan darn fats terhsdap 

persoslar serts sbatrys, hambstar serts keurturgan dar kerugar.rya. serta 
pemecahan atau cars bertirdak yang murgkin stsu dapat dilakukar 

' Sirpular 

Bagan simpulsan memust irtisan hasil diskus dan pithan dan satu cars 
bertirdak ataujslar. kelusr sebagi pemecahar persoalan pang dihsdapi 

I Sarar. 

Eagan saran memust secars rirpas dan jelas ter.tang saran tindakan untuk 
mer.gatasi persoalar yang dihadapi 

Sama Jabatan Pernbuat Telashan Staf 

Tar da Tar.gar. 

ams Ler.pap 



Dasar 

Kepada 

Narna 

Jabatan 

Alamat 

Untuk 
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Contoh Format Surat lzin 

BUPATI CIANJUR 

SURAT !ZIN . 

NOMOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  

TENTANG 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

: a  .  

b  .  

MEMBER! !ZIN : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ditetapkan di Cianjur 
pad a tanggal . 
BUPATI CIANJUR, 

NAMA DAN GELAR 



87 

Conoth Format Surat Keterangan Melaksanakan Tugas : 

' ' 

BUPATI CIANJUR 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS 

NOMOR . 

Yang bertanda tangan dibawah in i :  

Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan 
Jabatan 

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama 
NIP 

Pangkat/Golongan 
Jabatan 

Yang dlangkat berdasa.rkan Peraturan . 
................ Nomor terhitung . 
telah nyata menjalankan tugas sebagai . 
di  

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan 
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila 
dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat 
kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI CIANJUR, 

NAMA DAN G ELAR 



BUPATI CIANJUR 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Contoh Format Surat Panggilan : 

88 

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  pada: 

Hari 

Tanggal 

Pukul 

Tempat 

Menghadap 
Kepada 

Alamat 

: Panggilan. 

Yth . 

di  

Nomor 

Sifat 

Lampiran 
Hal 

Untuk . 

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. 

BUPATI CIANJUR, 

NAMA DAN GELAR 
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Contoh Format Rekomendasi : 

' ; 

BUPATI CIANJUR 

REKOMENDASI .. 

NOMOR . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  

a. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ' ' . 

b. . . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI CIANJUR, 

NAMA DAN GELAR 
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Contoh Format Radiogram : 

FORMULIR BERITA 

Registrasi No : . 

PANGGILAN 

DARI 

UNTUK 

TEMBUSAN 

JENIS NOMOR DERAJAT 

KLASIFIKASI : SEGERA 

Nomor 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KMA. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · ·  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · TTK  

AAA TTK KMA . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TTK 

BBB TTK KMA . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TTK 

CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS 

Tanggal waktu pembuatan . 

Waktu Lalu Paral 

Terima Lintas Operator 

Pengirim 
No.Kod Kirim 

Nama : e 

Jabatan . 

. 

Tanda tangan . 

. 



Menim bang 

Mengingat 
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Cotoh Format Lembaran Daerah : 

BUPATI CIANJUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

NOMOR TAHUN . 

TENTANG 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI CIANJUR, 

a. bahwa . 

. . ... . . . . . ... . '  • • . • . . . . . . . . . . . . .  '  . . . . .  '  • • . • . . . . . . . . . . . . . . . .  '  . • • . • • • • . . . . . . . . . . .  '  

b. bahwa . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

c. dan seterusnya; 

: 1. Undang-Undang ; 

2. Peraturan Pemerintah ; 

3. dan seterusnya. 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

dan 

BUPATI CIANJUR 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG . 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " · · · · · · · · ·  
2. 

Pasal I 

BAB II 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  · • · • • · ·  .  

(dan seterusnya) 

. ·••· . 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan dengan penempatannya 
Daerah Kabupaten Cianjur. 

pada tanggal 

memerintahkan 

dalam Lembaran 

Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal . 

BUPATI CIANJUR, 

Cap/ttd. 

NAMA 

Diundangkan di Cianjur 
pada tanggal .. 

SEKRETARIS DAERAH, 

NAMA DAN GELAR 
Pangkat 
NIP. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN .... NOMOR .. .  SERI 
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Cotoh Format Berita Daerah : 

BUPATI CIANJUR 

PERATURAN BUPATI CIANJUR 

NOMOR . . . . . . . .  TAHUN . 

TENTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI CIANJUR, 

Menimbang : a. bahwa . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . ' 

b. bahwa . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

c. dan seterusnya; 

Mengingat 1. Undang-Undang . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

2. Peraturan Pemerintah . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · 1  

3. dan seterusnya. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG . 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
. 

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. --- . 

1 ; 

2 •· ; 

3. dan seterusnya. 
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BAB II 

(dan seterusnya) 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. 

Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal . 

BUPATI CIANJUR, 

Cap/ttd. 

NAMA 

Diundangkan di Cianjur 
pada tanggal . 

SEKRETARIS DAERAH, 

NAMA DAN GELAR 
Pangkat 
NIP. 

SERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN .. . . .  NOMOR .. .  
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Contoh Format Notulen : 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

SEKRET ARIA T DAERAH 

Jalan : No. • • . . . . . . .  Cianjur (Kade Pos) 
Telpon (0263) Fax. : (0263) . 
www e-mail: . 

NOTULEN 

Sidang/ Ra pat 
Hari/Tanggal 
Waktu Panggilan 
Waktu sidang/rapat 
Acara 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.  

.  .  .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

:  1.  .  

2. dan seterusnya 
3. Penutup. 

Pim pi nan Sidang/ Ra pat 

Ketua 
Sekretaris 
Pencatat 

. 

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Peserta sidang/rapat : I . 

2. dan seterusnya. 

Kegiatan Sidang/Rapat : I. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .  
2. dan seterusnya. 

1. Kata Pembukaan 
2. Pembahasan 
3. Peraturan 

. 

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.  

.  .. .  .. .. · · · • · ·  .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · ·  

PIMPINAN SIDANG/RAPAT 
NAMA JABATAN 

NAMA DAN GELAR 
Pangkat 
NIP. 



Dari 

Kepada 
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Contoh Format Memo 

BUPATI CIANJUR 

M E M O  

I S i  

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI CIANJUR, 

Tanda Tangan atau Parat 
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Contoh Fonnat Daftar Hadir : 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kade Pos) 
Telpon (0263) Fax. : (0263) . 
www e-mail : . 

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT 

Hari 

Tanggal 

Waktu 

Tempat 

Acara 

NO. NAMA JABATAN/ TANDA KET 
PANGKAT TANGAN 

1. 

2. 

3. 

dan 
seterusnya. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

NAMA JABATAN 

NAMA DAN GELAR 
Pangkat 

NIP. 
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pas) 
Telpon (0263) Fax. : (0263) . 
www e-mail : . 

DAFTAR HADIR 

BULAN 
MINGGU 

NO. NAMA PANGKAT/ TANGGAL KET 
GOL p s p s p s p s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 

KEPALASUB 
BAGIAN/ 

SEKRETARIS 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

NAMA JABATAN 

NAMA DAN GELAR 
Pangkat 

NIP. 
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Contoh Format Piagam Penghargaan : 

BUPATI CIANJUR 

PIAGAM PENGHARGAAN 

Nomor : 

BUPATI CIANJUR, Dengan ini memberikan penghargaan kepada: 

Nama 

Tempat/Tanggal lahir 

NIP/NRP 

Jabatan 

Instansi 

. 

. . 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI CIANJUR, 

NAMA DAN GELAR 
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Contoh Format Sertifikat : 

BUPATI CIANJUR 

S E R T I F I K A T  

Diberikan kepada : 

Nama 

NIP 

lnstansi 

Sebagai/Atas partisipasinya dalam . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang diselenggarakan oleh . 
dari tanggal s.d bertempat di . 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

BUPATI CIANJUR, 

NAMA DAN GELAR 
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BAB II 

PEMBUATAN NASKAH DINAS 

A. Persyaratan Pembuatan 

Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas 

dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang 

disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan 

syarat-syarat sebagai berikut: 

I. Ketelitian 

Dalam membuat naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan 

kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, 

kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. 

2. Kejelasan 

Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang 

dimuat dalam naskah dinas. 

3. Logis dan Singkat 

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis 

secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami 

bagi pihak yang menerima naskah dinas. 

4. Pembakuan 

Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga 

dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable. 

B. Penomoran Naskah Dinas 

Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses 

penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan 

kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip. 

1.  Nomor Naskah Dinas Arahan 

a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis, 

Instruksi, Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur), dan Surat 

Edaran 
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Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan 

penetapan terdiri dari tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut 

dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan 

tah un terbit. 

Contoh Format Penomoran Peraturan: 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR . . .  TAHUN .. .  

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

Contoh Format Penomoran Prosedur Tetap: 

PROSEDUR TETAP 

NOMOR .. .  TAHUN ... 

TENTANG 

PROSEDUR PENGAMANAN GEDUNG 
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Contoh Format Penomoran Surat Edaran: 

SURAT EDARAN 

NOMOR .. .  TAHUN .. .  

TENTANG 

TATA CARA PENGAJUAN ANGKA KREDIT 

BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS 

NO MOR .. .  TAHUN . . .  

Noor Naskah 

Tahun Terbit 

b. Pedoman dan Petunjuk Peiaksanaan/ Petunjuk Teknis 

Pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis merupakan 

peraturan, yang penomorannya sama dengan nomor peraturan. 

Susunan penomoran pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk 

teknis adalah sebagai berikut: 

1) Nomor urut pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk 

teknis; dan 

2) Tahun terbit. 

Contoh Format Penomoran Pedoman: 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK lNDONESIA 

NO MOR .. .  TAHUN .. .  

TENTANG 

PEDOMAN UMUM . 
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Contoh Format Penomoran Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis: 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR .. .  TAHUN .. .  

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS . . . . . . . • • • . . • . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . .  

c. Surat Perintah/Surat Togas 

Susunan penomoran surat perintah/surat tugas adalah sebagai 

berikut: 

1) Kode klasifikasi; 

2) Nomor urut surat perintah/surat tugas; dan 

3) Tahun terbit. 

Contoh Format Surat Perintah: 

SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS 

NOMOR KP.00.00/2350/2013 

KP.00.00 

2350 

2013 

: Kode Klasifikasi; 

: Nomor Urut Surat; 

: Tahun 2013 

2. Nomor Surat Dinas 

Susunan nomor surat dinas meliputi: 

1) kategori klasifikasi keamanan surat dinas; 

2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 

3) kode klasifikasi arsip; 

4) bulan ; dan 

5) tahun terbit. 
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Contoh Format Penomoran Surat Dinas: 

R/91/KP.01 /2013 
-- 

Kategori klasifikasi keamanan 

yang Bersifat Rahasia 

Nomor Urut Naskah Dinas 

Kode klasifikasi 

Bulan 

Tahun Terbit 

3. Nomor Nota Dinas 

Nota dinas bersifat internal, dengan susunan penomoran sebagai 

berikut: 

a. nomor naskah dinas (nomor urut dalarn satu tahun takwim); 

b. kode klasifikasi; 

c. bulan (ditulis dalam dua digit); dan 

d. tahun terbit. 

Contoh Format Penomoran Nota Dinas: 

Nota Dinas yang ditandatangani Deputi Bidang Konservasi Arsip Nomor 

190/ KN.01/Xl/2013 

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu 

tahun takwim/kalender 

KN.OJ : Kode Klasifikasi 

XI : Bulan Ke-I I (November) 

2013 : Tahun 2013 
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C. Penggunaan Kertas, Amplop Dan Tinta 

Kertas, amplop, dan tinta merupakan media/sarana surat-menyurat untuk 

merekam informasi dalam komunikasi kedinasan. 

1. Kertas Surat 

a. Penggunaan Kertas 

1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal 

70 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, 

penggandaan, dan dokumen pelaporan. 

2) Pembuatan naskah dinas dari clraf hingga nett yang dibu buhi 

paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas karena naskah dinas 

dari draf sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas 

arsip. 

3) Naskah dinas yang bernilaiguna sekunder atau permanen, harus 

menggunakan kertas dengan standar kertas permanen: 

a) Gramatur minimal 70 gram/ m2, 

b) Ketahanan sobek minimal 350 mN 

c) Ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schopper) atau 2,18 

(metode MIT) 

d) pH pada rentang 7,5-10 

e) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg 

f) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5 

4) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya 

disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri dari: 

a) Naskah dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran 210 x 

330 mm; 

b) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang 

berukuran 297 x 210 mm ( 81/, x 1 1 %  inci); 

c) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang berukuran 

297 x 210 mm ( 8¼ x 1 1 ¾  inci); 

d) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210  

mm ( 8 %  x  1 1 %  inci); dan 

e) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 

210 mm ( 8 %  x  1 1 %  inci). 
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2. Amplop 

Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk 

surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sarnpul yang 

digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan lembaga, diatur sesuai 

dengan keperluan lembaga masing-masing dengan mempertimbangkan 

efisiensi . 

a. Ukuran 

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas 

disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas yang 

akan didistribusikan. 

b. Warna 

Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwama putih atau 

coklat muda. 

c. Penulisan Pengirim dan Tujuan 

Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan. 

Alamat pengirim berupa lambang negara/logo lembaga, nama 

lembaga/jabatan, serta alamat lembaga, sedangkan alamat tujuan 

naskah dinas ditulis lengkap dengan nama jabatan/lembaga dan 

alamat lembaga. 

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul 

Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop dengan 

mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan rapi 

dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah 

penerima/pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai jendela 

kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat 

pada jendela amplop. 
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Contoh Format Melipat Kertas Surat 

rsza--- 

Lmnber res Surat 

etig, urat drnasulea.er 
le darn srn pul d en g ar  
bagian pale surt 
mnenghelp lee dpen le 
rah pennbc pnerme 

Perr. sepertis began 
bawah lembran iertas 
surat diipat le depen 

1 

K«du, pertige bgin ates 
lerbran hrtas surat 
diipat le belaing 

ede srnpul yang 
mnenggunan jendel« erts 
ca, laurat tutan pd 
pal srat hrs tepat di 

blik jendele lrta ice 

D. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung 

Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian, 

estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: 

I. Jarak antara judul dan isi adalah dua spasi. 

2. Ji.ka judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertarna dengan baris 

kedua adalah satu spasi. 

3. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. 
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Jenis dan Ukuran Huruf 

I. Jenis hurufyang digunakan pada kop naskah dinas adalah tahoma 12. 

2. Jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan adalah 

bookman old style 12. 

3. Jenis naskah dinas lainnya menggunakan huruf aria! 12. 

Kata Penyambung 

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa 

teks rnasih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu 

halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris 

terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata 

penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama 

dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman 

berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, 

kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak 

digunakan untuk pergantian bagian. 

Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman I 

Baris Paling Ba wah 

adalah media... 

Media ... < Kata Penyambung 



1 1 0  

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media 

elektronik ...dst. 

- 2   

media elektronik . 

. . . . . . . . . . . .  dsL 

E. Penentuan Batas / Ruang Tepi 

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, 

diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh . 

Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik 

pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat 

ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan 

ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat 

naskah dinas, yaitu: 

l. ruang tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi 

dibawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 

2 cm dari tepi atas kertas; 

2. ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas; 

3. ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan 

4. ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas. 

Catatan: 

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas 

bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu 

naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam 

paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. 
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F. Nomor Halaman 

Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut 

angka Arab dan dicanturnkan secara simetris di tengah atas dengan 

membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali 

halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak 

perlu mencantumkan nomor halaman. 

G. Tembusan 

Tembusan surat bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang 

menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut. 

H. Lampiran 

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi 

nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan 

nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. 

I. Penggunaan Logo Lembaga/Lambang Negara 

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas 

sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resrni. 

Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah 

dinas di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan 

penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan 

amplop. 

1. Penggunaan Lambang Negara 

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas 

adalah sebagai berikut. 

a. Lambang Negara digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda 

pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. 
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b. Lambang Negara digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani 

sendiri oleh: 

1) Presiden dan W akil Presiden; 

2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat; 

3) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 

4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 

5) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada 

Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada 

semua badan peradilan; 

6) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah 

Konstitusi; 

7) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

8) Menteri, Wakil Menteri, jabatan setingkat menteri, dan wakil 

jabatan setingkat menteri; 

9) Kepala lembaga pemerintah non kementerian; 

10) Ketua dan anggota lembaga non struktural (pejabat negara 

lainnya yang ditentukan oleh undang-undang); 

1 1 )  Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 

Penuh; 

12) Gubemur dan Wakil Gubernur; dan 

13) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 

c. Lambang Negara dapat digunakan pada naskah dinas yang 

ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas nama pejabat yang 

diwakilinya. 

d. Lam bang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara 

simetris pada naskah dinas. 
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2. Penggunaan Logo 

a. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf 

yang ctigunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai identitas lembaga 

agar pu blik lebih mudah mengenalnya. 

b. Setiap lembaga wajib memiliki logo sebagai identitas lembaga. 

c. Logo digunakan oleh pejabat berwenang selain pimpinan tertinggi 

pada lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah dan sekretariat 

lembaga negara. 

d. Logo ditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas. 

3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama 

a. Dalam kerjasama yang dilakukan antar pemerintah (G to G, 

menggunakan map naskah dinas dengan lambang negara. 

b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antar 

kementerian/kabupaten/kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki 

lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian. 

J. Pengaturan Paraf Naskah Dinas Dan Penggunaan Cap 

1. Pengaturan Paraf Dinas 

a. Pembubuhan Paraf Secara Hierarkhis. 

1) Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh 

dua pejabat pada dua jenjang jabatan struktural dibawahnya; 

2) Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan 

menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf; 

3) Naskah dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa lembar, harus 

diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah dinas oleh 

pejabat yang menandatangani dan pejabat pada dua jenjang 

jabatan struktural dibawahnya; dan 

4) Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut: 

a) Untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat 

penandatangan naskah dinas berada di sebelah kanan/setelah 

nama jabatan penandatangan; 
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b) Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat 

penandatangan naskah dinas berada di sebelah kiri/sebelum 

nama jabatan penandatangan; dan 

c) Untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat disebelah paraf 

pejabat yang di atasnya. 

b. Pembubuhan Paraf Koordinasi. 

Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan 

koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang berwenang dari unit 

terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi. 

Contoh Format Bentuk Kolom Paraf Koordinasi: 

PARAF KOORD!NAS! 

KADIS I 

KADIS II 

KADIS Ill 

KADIS IV 

KADIS V 
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2.Penggunaan Cap 

a. Pengertian Cap 

Cap adalah alat untuk membuat rekarnan tanda atau simbol suatu 

lembaga. Cap digunakan untuk pengabsahan naskah dinas. Cap 

dinas dibagi menjadi dua, yaitu: 

I) Cap Jabatan 

Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan yang 

digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. 

2) Cap Lembaga 

Cap lembaga adalah cap yang memuat lambang negara/logo 

lembaga yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. 

b. Bentuk Cap 

I) Cap Jabatan 

Untuk lembaga, menggunakan tinta berwama ungu dengan 

ukuran diameter sebagai berikut: 

1mm 
39mm 

Gambar 1. Cap Jabatan 
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2) Cap Lembaga 

Bentuk dan spesifikasi cap lembaga dengan logo adalah sebagai 

berikut: 

Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari RI = 

18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran 

RI = + 0,8 mm dan R2 = R 3 =  +  0 , 2  mm. (Pindahkan ke samping 

gambar). 

Logo 

+++ u Nama Lembaga 

Gambar 2. Cap Lembaga 

c. Penggunaan Cap untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia 

Cap yang digunakan untuk naskah dinas yang membutuhkan 

tingkat pengamanan tinggi (naskah dinas sangat rahasia) sebaiknya 

menggunakan cap yang dicetak timbul (emboss) tanpa 

menggunakan tinta dengan maksud untuk menghindari 

penyalahgunaan pemakaian. 
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K. Bentuk, Ukuran Dan Isi Kop Naskah Dinas. 

1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama 

pemerintah daerah dan nama opd adalah 3 : 4. 

a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14. 

b. tulisan nama opd dengan huruf arial 18. 

2.Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut: 

Contoh 1 : Kop Naskah Dinas Bupati. 

BUPATI CIANJUR 

Jalan ............... Nomor ......... Cianjur (Kode Pos) Provinsi Jawa Barat 
Telepon Fax . 

WWW e-mail . 

Contoh 2 : Kop Naskah Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kade Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : , 
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Contoh 3 : Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah. 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . . 

www e-mail : . 

Contoh 4 : Kop Naskah Dinas OPD. 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS KESEHATAN 

Jalan: No. Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 
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Contoh 5 : Kop Naskah Dinas Kecamatan dan Kelurahan. 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

KECAMATAN KARANGTENGAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

KECAMATAN CIANJUR 

KELURAHAN SAWAHGEDE 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINASIBADAN . 

BALAI . 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 
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L. Bentuk, Ukuran Dan Isi Sampul Naskah Dinas. 

I. Ukuran Huruf 

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama 

pemerintah daerah dan tulisan nama opd adalah 3 : 4 

a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf aria! 14. 

b. tulisan nama opd dengan huruf aria! 18. 

Contoh 1 : Kop Sampul Naskah Dinas Bupati. 

(garuda kuning emas) 

BUPATI CIANJUR 

Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur 43211 Provinsi Jawa Barat 

Telepon. (263) 261890 - 261896.  Fax (0263) 263686 

www e-mail . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di  

Kode Pos 
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Contoh 2 Kop Sampul Naskah Dinas Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail: . 

Nomor : / / / ... 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di  

Kode Pos 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Jalan : No. : . . . . . . . . .  Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kode Pos 
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Contoh 3 : Kop Sampul Naskah Dinas OPD. 

PEMERINTAH KABUPATEN CJANJUR 

DINAS KESEHATAN 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

Nomor : ......... / ........ .  /  .........  /  ...... 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di   

Kode Pos 
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail: . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di  

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kode Pos 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  Fax. : (0263) . 

www e-mail: . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di 

Kode Pos 
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN DAERAH 

Jalan : No. : . . . . . . . . .  Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

d i  

Kode Pos 

Contoh 4 :  Kop Sampul Naskah Dinas Kecamatan, Kelurahan dan UPT. 

PEMERJNTAH KABUPATEN CIANJUR 

KECAMATAN PASIRKUDA 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail: . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di 

Kode Pos 
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

KECAMATAN CIANJUR 

KELURAHAN SAYANG 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  

di 

Kode Pos 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS/BADAN ..........•....... 

BALAI . 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

d i  

Kode Pos 
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M. Bentuk, Ukuran Dan lsi Papan Nama 

1. Bentuk 

Papan nama OPD berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi 

empat. 

Contoh: 

/ A 

/ 
� 

/ 
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2. UKURAN. 

Perbandingan ukuran huruf 3 : 4. 

a. ukuran huruf " 3 untuk tulisan Pemerintah Kabupaten. 

b. ukuran huruf « 4  untuk tulisan nama OPD. 

3. BAHAN. 

I. Bahan papan nama kantor Bupati dan OPD disesuaikan dengan 

kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain 

se bagainya. 

2. Bahan huruf papan nama disesuaikan kebutuhan, dapat 

menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen 

dan lain sebagainya. 

Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati. 

KANTOR BUPATI CIANJUR 

Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur 43211 
Telepon, (263) 261890 -- 261896. Fax (0263) 263686 

Contoh 2 :  Papan nama OPD. 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN DAERAH 

Jalan: . . . . . . .• . .•. . .••. . . . . . . . . .••. . . . . . .  No . : . . . . . . . . .  Cianjur (Kode Pos) 
Telpon (0263) . . . . . . . . ... . . . . . .  Fax.: (0263).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS KESEHATAN 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 
Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS PENDIDIKAN 
Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

on o 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

KECAMAT AN SINDANGBARANG 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

KECAMATAN CIANJUR 

KELURAHAN MUKA 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 
Telpon (0263) Fax. : (0263) . 
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS/BADAN . 

BALAI . 

Jalan : No. : Cianjur (Kade Pas) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

Conteh 3 : Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek. 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

1 SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 
2. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 
3. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

Jalan Siti Jenab No. 31 CIANJUR 43211 
Telpon (0263) 261892 Fax (0263) 263686 

N. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas 

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat 

dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau 

bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubaban, 

pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat. 

1. Pengertian 

a. Peru bahan 

Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang 

dinyatakan dengan lembar perubahan. 
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L. Bentuk, Ukuran Dan Isi Sampul Naskah Dinas. 

I. Ukuran Huruf 

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama 

pemerintah daerah dan tulisan nama ope! adalah 3 : 4 

a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf aria! 14. 

b. tulisan nama opd dengan huruf aria! 18. 

Contoh I : Kop Sampul Naskah Dinas Bupati. 

(garuda kuning emas) 

BUPATI CIANJUR 

Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur 432I1 Provinsi Jawa Barat 

Telepon. (263) 261890 - 26I896 . Fax (0263) 263686 

www e-mail . 

Nomor : / / / .. 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di 

Kode Pos 
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Contoh 2 Kop Sampul Naskah Dinas Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat D PRO 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

d i-  

Kode Pos 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

Nomor : / / / ... 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr. . 

di- 

Kode Pos 
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Contoh 3 : Kap Sampul Naskah Dinas OPD. 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS KESEHATAN 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pas) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail: . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di  

Kode Pas 
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PEMERINTAH KABUPATEN ClANJUR 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Jalan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .  No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail: . 

Nomor : / / / ... 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di- 

Kode Pos 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Jalan : No. • .• . . . .  Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  

di  

Kode Pos 
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN DAERAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . .  Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di- 

Kode Pos 

Contoh 4 : Kop Sampul Naskah Dinas Kecamatan, Kelurahan dan UPT. 

PEMERJNTAH KABUPATEN C!ANJUR 

KECAMATAN PASIRKUDA 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail : . 

Nomor : / / / . 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di 

Kode Pos 
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

KECAMATAN CIANJUR 

KELURAHAN SAYANG 

Jalan : No. Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www e-mail: . 

Nomor : . . . . • . . .  / / / .  

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr. . 

di 

Kode Pos 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS/BADAN ......ssssssss... 

BALAI . 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

www , e-mail: . 

Nomor : / • . . . . . . .  /  /  .. 

Stempel 

Kepada 

Yth. Sdr . 

di-- 

Kode Pos 



126 

M. Bentuk, Ukuran Dan lsi Papan Nama 

1. Bentuk 

Papan nama OPD berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi 

empat. 

Contoh: 

' ' ' ' 

/ / 

/ 
y 

/ 



127 

2. UKURAN. 

Perbandingan ukuran huruf 3 : 4. 

a. ukuran huruf " 3  "  untuk tulisan Pemerintah Kabupaten. 

b. ukuran huruf 4 untuk tulisan nama OPD. 

3. BAHAN. 

I .  Bahan papan nama kantor Bupati dan OPD disesuaikan dengan 

kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain 

sebagainya. 

2. Bahan huruf papan nama disesuaikan kebutuhan, dapat 

menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen 

dan lain sebagainya. 

Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati. 

KANTOR BUPATI CIANJUR 

Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur 43211 
Telepon. (263) 261890 - 261896. Fax (0263) 263686 

Contoh 2 :  Papan nama OPD. 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN DAERAH 

Jalan : No. : Cianjur (Kade Pos) 
Telpon (0263) Fax. : (0263) . 
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS KESEHATAN 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 
Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS PENDIDIKAN 
Jalan : No. Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

on o 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

KECAMATAN SINDANGBARANG 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

KECAMATAN CIANJUR 

KELURAHAN MUKA 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 
Telpon (0263) Fax. : (0263) . 
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

DINAS/BADAN . 

BALAI . 

Jalan : No. : Cianjur (Kode Pos) 

Telpon (0263) Fax. : (0263) . 

Contoh 3 : Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek. 

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 

1 SA TUAN POLIS! PAMONG PRAJA 
2. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 
3. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

Jalan Siti Jenab No. 31 CIANJUR 43211 
Telpon (0263) 261892 Fax (0263) 263686 

N. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas 

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat 

dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau 

bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubahan, 

pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat. 

I. Pengertian 

a. Perubahan 

Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang 

dinyatakan dengan lembar perubahan. 
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b. Pencabutan 

Pencabutan adalah mencabut naskah clinas tertentu karena 

bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang 

undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas yang baru 

ditetapkan. 

c. Pembatalan 

Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah dinas 

tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam 

naskah dinas yang baru. 

d. Ralat 

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi 

naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang 

baru. 

2. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat 

a. Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau 

dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan naskah 

dinas yang setingkat atau lebih tinggi. 

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan 

pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas 

terse but atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. 

c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan 

oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas. 
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BAB III 

PENGAMANAN NASKAH DINAS 

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah 

Dinas 

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari: 

1. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan infonnasinya 

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan keselarnatan negara; 

2. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya 

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan 

terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, 

ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila infonnasi 

yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga 

maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap 

privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak 

kemitraan dan reputasi; 

3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya 

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan 

terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian 

finansial yang signifikan; dan 

4. Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya 

dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap 

keamanan negara. 

Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan 

dengan kepentingan dan substansi naskah dinas. Di suatu lembaga, 

dimungkinkan untuk membuat sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tingkat/derajat klasifikasi naskah dinas. 
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Hak akses naskah dinas: 

1. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak 

akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat 

dibawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal 

dan penegak hukum; dan 

2. Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan kepada 

semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan. 

B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan 

dan Akses 

I. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses 

Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses, 

diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas 

naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah 

dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat klasifikasi: 

a. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode 'SR' dengan 

menggunakan tinta wama merah; 

b. Naskah dinas Rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta 

warna merah; 

c. Naskah dinas Terbatas diberikan kode T' dengan menggunakan tinta 

hitam; dan 

d. Naskah dinas Biasa/Terbuka diberikan kode 'B' dengan 

menggunakan tinta hitam. 

2. Pemberian Nomer Seri Pengaman dan Security Printing 

Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan 

pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk 

mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap 

keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing 

menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut: 
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a. Kertas khusus 

Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor sen 

pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya diketahui 

oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus berurutan 

sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan pelacakan. 

b. Watermarks 

Gambar 3. Watermarks 

Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih 

terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan 

cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas. 

c. Rosettes 

Gambar 4. Rosettes 

Adalah suatu teknik security printing yang berbentuk garis-garis 

melengkung tidak terputus dan menempati suatu area tertentu. 

Biasanya menyerupai bunga. 
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d. Guilloche 

Gambar 5. Guilloche 

Adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari garis-garis 

melengkung tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang 

terbuat sedemildan rupa sehingga membentuk suatu ornamen border 

yang indah. 

e. Filter image 

Gambar 6. Filter Image 

Adalah suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat bila 

filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan tanpa alat 

pembaca ini, text tidak dapat terbaca. 
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f. Anticopy 
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Gambar 7. Anticopy 
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Adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada 

area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak apabila dokumen 

ini difotocopi. 

g. Microtext 

/ � 
I ow.ow 
/ { 

( ;  
)( ,/·· ', 

'- ,  

t  '  
'  

'  

Gambar 8. Microtext 

Adalah suatu teknik security printing yang memakai elemen 

pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan ukuran sangat 

kecil sehingga secara kasat mata akan tampak seperti suatu garis. 

Perlu bantuan 1ensa pembesar untuk melihat teks ini. 

h. Line width modulation 

Gambar 9. Line Width Modulation 
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Adalah suatu teknik security printing yang terbentuk dari susunan 

garis yang mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus 

maupun lengkungan pada area tertentu. 

i. Relief motif 

□ 
- 

Garn bar 10. Relief Motif 

Adalah suatu teknik security printing yang dibentuk dengan 

pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan menimbulkan 

image seolah-olah desain relief (motif) terkesan timbul. 

j. Invisible ink 

Gambar 1 1 .  Invisible Ink 
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Adalah suatu teknik security printing yang berupa aplikasi teks, 

gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta sekuriti khusus 

untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan tampak apabila 

diarnati dibawah sinar ultra violet. 

3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia 

Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan pencetakan 

pengarnanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara 

fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan 

ketatausahaan. Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan 

pengamanan dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait. 

Untuk penomoran surat yang membutuhkan pengamanan tinggi, 

diperlukan penulisan kode khusus yang tidak mudah untuk diingat. 
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BABIV 

KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

A. Penggunaan Garis Kewenangan 

Pimpinan lembaga bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan 

di dalam organisasi atau lembaganya. Tanggungjawab tersebut tidak dapat 

dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat 

berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani 

oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang. 

B. Penandatanganan 

Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan empat cara. 

l. Atas Nama (a.n.) 

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang 

menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang 

bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab 

pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat 

yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan 

wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang 

melimpahkan wewenang. 

Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama 

jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital 

pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n. 

Contoh Format Atas Nama: 

a.n. BUPATI CIANJUR 

SEKRETARIS DAERAH/ 
KEPALA PERANGKAT DAERAH. 
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2. Untuk Beliau (u.b.) 

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa 

memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, 

sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). 

Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat 

struktural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang 

melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan 

wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang 

melimpahkan wewenang. 

Contoh Format Untuk Beliau: 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN . 

u.b. 

KEPALA BAGIAN . 

3. Pelaksana Togas (Plt.) 

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.), 

adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang 

menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu 

ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. 

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat 

yang definitif ditetapkan. 

c. Plt bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya. 

Contoh Format Pelaksana Togas: 

Plt. BUPATI CIANJUR 

Tanda tangan 

Nama Lengkap 
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4. Pelaksana Harian (Plh.) 

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh.), 

adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang berwenang 

menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga 

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada 

pejabat sementara yang menggantikannya. 

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat 

yang definitif kembali di tempat. 

c. Plh mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya 

kepada pejabat definitif. 

Contoh Format Pelaksana Harian: 

PIh. SEKRETARIS DAERAH 

Tanda Tangan 

Nama Lengkap 

C. Kewenangan Penandatanganan 

1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah 

dinas antar lembaga yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan 

pada pejabat pimpinan tertinggi lembaga. 

2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah 

dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat 

dilimpahkan kepada pimpinan lembaga di setiap tingkat eselon atau 

pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya. 
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BABV 

PENGENDALIAN NASKAH DINAS 

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan 

lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus 

diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut: 

A. Naskah Dinas Masuk 

I. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari 

orang/lembaga lain. Prinsip penanganan naskah dinas masuk: 

a. Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit kearsipan atau 

unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. 

b. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh 

petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan. 

c. Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat 

atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit kearsipan. 

2. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan 

sebagai berikut: 

a. Penerimaan 

Naskah dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup 

dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan: sangat 

rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), biasa (BJ. 

b. Pencatatan 

1) Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas penerirnaan yang 

telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan. 

2) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah 

dinas pada sarana pengendalian naskah dinas. Registrasi naskah 

dinas meliputi: 

a) Nomor urut. 

b) Tanggal penerimaan. 
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c) Tanggal dan nomor naskah dinas. 

d) Asal naskah dinas. 

e) lsi ringkas naskah dinas. 

f) Unit kerja yang dituju. 

g) Keterangan. 

3) Sarana pengendalian naskah dinas antara lain dapat berupa: 

a) Buku Agenda Naskah Dinas Masuk. 

b) Kartu kendali. 

c) Takah. 

d) Agenda Elektronik. 

c. Pengarahan 

I) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat rahasia, 

rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada unit pengolah 

yang dituju. 

2) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori biasa/terbuka 

dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami 

keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui unit 

pengolah yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut. 

d. Penyampaian 

I) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah sesuai 

dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dinas. 

2) Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi 

tentang: 

a) Nomor urut pencatatan. 

b) Tanggal dan nomor naskah dinas. 

c) Asal naskah dinas. 

d) Isi ringkas naskah dinas. 

e) Unit kerja yang dituju. 

f) Waktu penerimaan. 

g) Tandatangan dan nama penerima di unit pengolah. 

3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa: 

a) Buku ekspedisi. 

b) Lembar tanda terima penyampaian. 
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B. Naskah Dinas Keluar 

I. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirim 

ke orang/lembaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas keluar: 

a. Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di unit 

kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi 

kesekretariatan tenmasuk naskah dinas yang dikirimkan Jangsung 

oleh pejabat atau staf unit pengolah. 

b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap 

kelengkapan naskah dinas, meliputi: 

1) Nomor naskah dinas; 

2) Cap dinas; 

3) Tandatangan; 

4) Alamat yang dituju; dan 

5) Lampiran (jika ada). 

2. Pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan melalui tahapan 

sebagai berikut: 

a. Pencatatan 

I) Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana 

pengendalian naskah dinas keluar. 

2) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi 

naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar. 

Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi: 

a) Nomor urut. 

b) Tanggal pengiriman. 

c) Tanggal dan nomor naskah dinas. 

d) Tujuan naskah dinas. 

e) Isi ringkas naskah dinas . 

f) Keterangan. 

3) Sarana pengendalian naskah dinas keluar antara lain dapat 

berupa: 

a) Buku Agenda Naskah Dinas Keluar. 
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b) Kartu kendali. 

c) Takah. 

d) Agenda Elektronik. 

b. Penggandaan 

I) Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak 

naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai 

dengan kebutuhan. 

2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas 

keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak. 

3) Penggandaan naskah dinas keluar yang kategori klasifikasi 

kearnanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus 

diawasi secara ketat. 

c. Pengiriman 

I) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah 

dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alarnat 

lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori 

klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), Rahasia (RI, 

Terbatas (T), dan Biasa (BJ. 

2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi 

keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) 

dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya 

mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap 

dinas. 

3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas dapat 

dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda 'u.p' 

(untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti 

dibawah nama jabatan yang dituju. 

d. Penyimpanan 

!) Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus 

ctidokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan yang 

berupa sarana pengendalian naskah dinas dan pertinggal 

naskah dinas keluar. 
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2) Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan 

naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan 

jenjang kewenangannya. 

3) Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan 

menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang 

memiliki infonnasi a tau subyek yang sama. 

Ditetapkan di Cianjur 

Pada Tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022 

BUPATI CIANJUR, 

ttd. 

HERMAN SUHERMAN 
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